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ABSTRAK

Nama : Rian Alvin
Program Studi : llmu Hukum
Judul . Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of dRedan Pedoman

KPPU Tentang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Talf@9 1
dalam Putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010 Tentang &uga
Persekongkolan dalam Proses Pelelangan PekerjaaDindis
Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegat® di dalamnya wajib
menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalamki@ig salah satunya dalam
tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabup&gan Komering Ulu
ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna meng@n menentukan
pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diéeerkangan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk imegak setiap dugaan
praktek persaingan usaha tidak sehat memegangamepamting dalam kasus ini.
Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap éendan fakta dalam kasus ini
KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan reetowlisa yang telah
diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metaodie of reason dan mengacu
kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 548%&8gai acuan minimal
KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekangko

Kata kunci : Tender, Persaingan usaha sehat, KiRalg, of reason, Pedoman
KPPU tentang Pasal 22 UU No. 5/1999
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ABSTRACT

Name : Rian Alvin
Study Programm . Law
Title : Analysis of The Implementation Rule of Reas Method

And Commission Guidelines on Article of Act No. 2999

in Commission for the supervision of business
competition’s award No. 26 of 2010 Concerning Addg
Conspiracy In Bidding Process of work In Ogan Koimgr
Ulu District Public Works Department

Organizing a tender is one of the activities thatstncontain the value of fair
competition. In the practice, there was one caseravthe tender for the project in
the Ogan Komering Ulu District Public Works Depagtmh was suspected for
conspiracy activities in order to regulate and deiee the winning bidder.
Commission for the supervision of business competitas an institution that is
authorized by Act No. 5 of 1999 to take action aghany alleged unfair business
practices, play an important role in this case. Bwsv analyzing the facts in this
case, the Commission seemed to be inconsistenticgnmied the methods of
analysis that has been mandated in the Act NA.999. The methods ignored are
rule of reason and refer to the Commission Guidslion Article 22 of Act No. 5/
1999 as a minimum reference of the Commission alyae every alleged case of
conspiracy.

Keywords: tender, fair competition, rule of reaso@pmmission for the
supervision of business competition, Commissiondélines on Article 22 of Act
No. 5/1999
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persaingan usaha merupakan sebuah proses di raemgeglaku usaha
dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan waeken pilihan-pilihan
produk dan jasa dalam harga yang lebih rendahaigemn terjadi hanya bila ada
dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan prddnkjasa kepada para
pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hagukeen, para pelaku usaha
berusaha menawarkan produk dan jasa yang menaaik, dari segi harga,
kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktosdbut untuk memenangkan
persaingan merebut hati para konsumen dapat dgberohelalui inovasi,
penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuaajerat untuk mengarahkan
sumber daya perusahaan dalam memenangkan persailigantidak, pelaku
usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar

Melalui persaingan yang sehat para pelaku usalten akempunyai
kesempatan yang sama serta kedudukan yang seimbatux memenuhi
kebutuhan konsumen. Begitu pula dengan apa yangditedi Indonesia,
pertumbuhan ekonomi (PDB) 2010 sebesar 6,1 persenpakan suatu prestasi.
Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu disepilia dengan inflasi yang
tinggi, hal ini wajar karena keduanya saling meng@enhi. Pertumbuhan
ekonomi tinggi berarti permintaan barang dan jakehl tinggi. Keduanya saling
mempengaruhi. Berangkat dari faktor inilah eksisteskan persaingan usaha
sehat dibutuhkan, persaingan guna memenuhi permip@sar berupa barang dan
jasa.

Persaingan dalam bentuk apapun, terutama yangjtteddngan persaingan
usaha sudah tentu membutuhkan sebuah aturan maiuranA main yang
dibutuhkan lebih kepada bentuk sebuah sistem hukamg menampung aspirasi

semua pihak yang terkait dengan kegiatan usahdaatea sekali pelaku usaha dan

! Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :
GTZ, 2009), hal. 15.
> http://bisnis.vivanews.com/news/read/203322-bps--pertumbuhan-tinggi--inflasi-ikut-
tinggi diakses tanggal 9 februari 2011.
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konsumen. Undang-Undang (UU) persaingan usahaddngsia adalah Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktekopldi dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU N0.5/1999). Tujuan dari saistaturan dalam undang-
undang ini adalah untuk memelihara pasar kompel#if pengaruh kesepakatan
dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan aenginilangkan persaingan.
Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adadamoting competition dan
memperkuat kedaulatan konsumen.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahuf9 1i,
permasalahan terkait dengan persaingan usahaahdsth diatur secara terpisah
di beberapa pasal dalam berbagai peraturan perghdatangan, seperti Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-&hgiHukum Perdata,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persel@batas, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, hiptllndang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan dan lain-lain. Dengaerlakukannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan kondisi pegaa usaha di Indonesia
akan menjadi lebih sehat dan lebih terfata.

Oleh karena itu, tersedianya sebuah payung hukamg ymenjamin
kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha merupajeninan akan
penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat dalgiatak perekonomian di
Indonesia. Akan tetapi, seperti sudah menjadi dekha yang ironis bahwa
semakin kuat sebuah sistem hukum yang dibentukanain semakin banyak
pula perilaku dari para subjek hukum terkait yaegderung untuk melanggar
hukum tersebut. Terkait dengan Undang-Undang Nogndahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahakTsadnat, tidak dipungkiri
masih banyak pelanggaran akan hal-hal yang diaaland undang-undang
tersebut salah satunya adalah terkait dengan kesaskongkolan dalam Lelang
Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Katemp@gan Komering Ulu
Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009.

Sejalan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tdfis6 yang
diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonessandt 28 Tahun 1959

® Faisal Basri, “ Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan
Ekonomi Indonesia,” (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 355-364.
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tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Kotapraja Sdlimatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No@® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821),uigaten Ogan Komering
Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur oemgurus rumah
tangganya sendifi.Kewenangan pemerintah Kabupaten Ogan Komeringan Ul
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya seedmasuk didalamnya
kewenangan untuk menjalankan kegiatan perekonomsasuai dengan
kebijaksanaan setempat. Begitu pula dengan apa gidakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komerihgydng melakukan
lelang atas objek lelangnya yaitu terdiri dari @nibilan) paket pekerjaan yang
dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Ogan Komerihg tdhun anggaran
20009.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan undakgena Otonomi
Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, beradavaiibedan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah KabupaBnas PU. Bina Marga
dibentuk pada tanggal 15 April 2008 berdasarkaratBean Daerah Kabupaten
OKU Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Osganhidan Tata Kerja
Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Olu.

Dinas PU. Bina Marga mempunyai tugas melaksanakansan
Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi das pembantuan di bidang
Pekerjaan Umum Bina Marga. Dalam melaksanakan mygadinas PU. Bina

Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaanrtd Bina Marga

b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam di bidang
Pekerjaan Umum Bina Marga

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rekdgmum Bina Marga

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bgpatiai dengan tugas dan
fungsi Dinas PU. Bina Marga.

* Ibid.

> http://www.okukab.go.id/pubm.html diakses tanggal 9 Februari 2011.
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Berdasarkan putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010y tBfautus bersalah
beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan pejefanpekerjaan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Margabuaten Ogan
Komering Ulu. KPPU memutus bersalah terhadap pidwakpyang terlibat dalam
lelang ini terkait dengan adanya persekongkolarardaproses lelang yang
dilakukan oleh Panitia Lelang. Pasal 1 angka 8 dgdandang Nomor 5 Tahun
1999 memberikan definisi persekongkolan atau keaspusaha sebagai bentuk
kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha depghaku usaha lain dengan
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagntikegen pelaku usaha yang
bersekongkol. Dalam persekongkolan selalu melilmattaa pihak atau lebih
untuk melakukan kerja sama. Merujuk pada apa yangdi dalam kegiatan
lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogandfiom Ulu, para pelaku
usaha yang terlibat sebagai peserta lelang dan pagéia yang bersangkutan
disinyalir telah bersepakat untuk bersekongkol denuan yang menguntungkan
mereka. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong WKRRelakukan proses
pemeriksaan dan pada akhirnya memutus bersalalpipatayang terlibat.

Pada amar putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010, KPBhggunakan
pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagar chukum memutus
bersalah para pihak. Pasal 22 Undang-Undang Noniahbin 1999 berbunyi ;
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihakulatuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mentakibaerjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.

Persekongkolan yang terjadi dalam lelang pekergiaDinas Pekerjaan
Umum Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulavifisi Sumatera
Selatan APBD Tahun Anggaran 2009, dilakukan atggkolsembilan paket
pelelangan pekerjaan yang ditawarkan Kesembilaetgadkerjaan yang dilelang
tersebut ialah:

1. Paket I, Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Suand
Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 mdengarpagu anggaran sebesar
Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
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2. Paket Il, Peningkatan Jalan Lekis — Unit Il Lanjutan sistem ATB
6 km Kecamatan Baturaja Timur, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar
lima ratus juta rupiah).

3. Paket lll, Pembangunan Jalan Kurup — Batu Kuning, Kecamatan
Lubuk Batang sepanjang 7,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp
13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).

4. Paket IV, Pembangunan Jalan Lubuk Batang — SukaPinah dan
Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km,dengan pagu
anggaran sebesar Rp 3.080.000.000 (tigamilyar delgjuluh juta
rupiah).

5. Paket V, Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Bataja
Timur sepanjang 2 km, dengan pagu anggaran sebesar Rp
2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

6. Paket VI, Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — Simpand/nit XIV
sepanjang 3,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000
(dua milyar lima ratus juta rupiah).

7. Paket VII, Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan
Muara Jaya, sepanjang 50 m,dengan pagu anggaran sebesar Rp
9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).

8. Paket Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa — Kertamulya Kecmatan
Paninjauan, sepanjang 10 km,dengan pagwanggaran sebesar Rp
9.000.000.000 (sembilan milyaxpiah).

9. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal rum (arahaman
makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB4 km,
dengan pagu anggaran sebesar Rp50.000.000 (satu milyar tujuh
ratus lima puluh juta rupialf).

Sedangkan para pelaku usaha yang mengikuti pfmeletangan ini dan

dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usakaa dugaan persaingan

® putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, tertanggal 15 November 2010 perihal perkara
dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Pekerjaan di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
APBD Tahun Anggaran 2009, hal 3.
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usaha tidak sehat adal®T Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Sentosa
Raya, PT Nusantara Membangun, PT Cinta Famili, PT Btang Selatan
Agung, PT Arga Makmur Mandiri, PT Alam Baru Persada, PT Surya Prima
Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna, PT Mahalini
Jaya Manggala, PT Gemilang Permai, PT Medika Jaya tama, PT Bunga
Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Alam Perma Indah Mandiri,
PT Dua Sepakat, PT Sekawan Maju Bersama.

Selain pelaku usaha, dugaan pelanggaran Pasal@hghyndang Nomor
5 tahun 1999 juga dilakukan olétanitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
di Dinas PU Bina Marga kab OKU ULU APBD T.A 2009 leralamatkantor di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga JI. JéadYani Km 7, Palembang
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusiepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten OgaKomering Ulu Nomor 640/056/KPTS/XII/2009 tanggal
18 Februari2009 tentang Penunjukan panitia pengadaan baraagKegiatan
danaAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggarang280

Hal menarik yang perlu diteliti lebih lanjut dalggermasalahan ini adalah
terkait dengan putusan KPPBMomor 26/KPPU-L/2010 yang memutus bersalah
para pihak dan menjatuhkan hukuman berupa dendaittedengan putusan
bersalah tersebut. Perlu dikaji lebih lanjut baremaya apakah KPPU dalam
memutus perkara ini telah berpedoman kepada sugbdtakum yang terdapat
dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 5 Tah®® i8ntang Larangan
Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat. Serta dpké&giatan pelelangan yang
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Oamering Ulu ini
berdampak akan terjadinya persaingan usaha tidel bagi kegiatan ekonomi di

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

B. POKOK PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah analisis yuridis atas metode analRBRWKterhadap fakta
dan temuan KPPU dalam kasus dugaan persekongkdlaprodes

pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum KabopaDgan

7 Ibid.

¢ Ibid.
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Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahurmgdaran 2009
dilihat dari sudut pandang Undang-undang 5/19997?

2. Bagaimanakah penerapan unsur Pasal 22 UU No. 5t&8®&dap putusan
KPPU mengenai penyelenggaraan lelang pekerjaanQileds Pekerjaan

Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Umum
Tujuan umum dari pembuatan penelitian ini adalatukuimmenganalisa
hasil putusan KPPU mengenai kasus lelang pekerjgleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditirgan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga melalui peaslitni diharapkan
masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakgadinya kasus ini
berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yarakuttian dalam
proses pelelangan tersebut.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari pembuatan penelitian ini ialah:
a) Mengetahui kemungkinan adanya praktek anti peraaingsaha
dalam proses pelelangan pekerjaan oleh Dinas Reketymum
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
b) Mengetahui proses penyelenggaraan lelang/tendeg yadak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahu 199
c) Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU dengantkan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahuf.199
D. DEFINISI OPERASIONAL
Dalam penelitian ini akan ditemui beberapa istif@mting yang akan
sering digunakan dalam membahas pokok permasalghiam, sebagai berikut:
1. Tender ialah tawaran mengajukan harga terbaik umhgmbeli atau
mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyedeEkang dan atau

jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.

® Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 22.
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2. Pelaku usaha ialah setiap orang perorangan ataanh#hha baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yahgkan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildyakum negara
republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasar@lalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgbéke@nomi™

3. Persekongkolan ialah bentuk kerjasama yang dilakakeh pelaku usaha
dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk msaigyaasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha ynaghmergkol:*

4. Monopoli ialah penguasaan atas produksi dan atmagaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatuupelsdha atau satu
kelompok pelaku usaHa.

5. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekormdeh satu atau
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaimgdugsi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu gahingnimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikemttegan umum?

6. Persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan geieku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasanramdaan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melavilmskum atau
menghambat persaingan usalfa.

7. Pendekatanrule of reason adalah pendekatan yang digunakan oleh
lembaga otoritas persaingan usaha untuk membudtiasvamengenai
akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentuaguenentukan apakah
perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat mengharatau mendukung

persaingan.

E. METODE PENELITIAN

10 Ibid., Pasal 1 angka 5.
1 Ibid., Pasal 1 angka 8.
2 Ibid., Pasal 1 angka 1.
B Ibid., Pasal 1 angka 2.
14 .

Ibid., Pasal 1 angka 6.

B OAM. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of reason dan Per Se lllegal Dalam
Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 5.
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Metode penelitian yang akan digunakan dalam pigoeliini adalah
metode kepustakaan yang bersifat yuridis norm&édnelitian ini merupakan
penelitian yang bersifat eksplanatoris karena ptarelini mencoba menjelaskan
mengenai latar belakang kasus lelang pekerjaanrdisDPekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumagskatan APBD Tahun
Anggaran 2009, serta menganalisa putusan KPPU Nasi&PPU-L/2010yang
memutus perkara yang tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah meetapustakaan,
yaitu memperoleh sumber dari bahan-bahan kepustakaait seperti dokumen
resmi, buku-buku, literature dan peraturan perugdamdangan yang relevan.
Metode analisa data yang digunakan dalam penelinarmerupakan metode
analisa secara kualitatif. Data yang akan digunaedaim penelitian ini mencakup
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kegmsat® yang terdiri atas
dokumen-dokumen resmi, literature terkait dan bbllku yang relevan mengenai
persaingan usaha khususnya mengenai persekongiaridar yang merupakan
salah satu kegiatan yang dilarang menurut hukusapegan usaha. Bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitd :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukang ymengikat
diantaranya meliputi norma atau kaedah dasar, pperadasar, peraturan
perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikadifkan (misalnya
hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan mukdari zaman
penjajahan Belanda yang masih berlaku misalnyabKitadang-Undang
Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasargenan bahan
hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, haslylk dari kalangan
hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang mahkdre petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer elmnder yaitu

kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

10 5y Mamudji et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit
FHUI, 2005), hal. 28.

v Soerjono sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Ul Press, 1986), hal. 52.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

Dalam pendahuluan, akan dipaparkan mengenaibatakang penulisan,
pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangkaekmsi@nal, metode penelitian,
kegunaan teoritis dan praktis penelitian sert@siatika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum mengenai hukum persaingan usha dan
persekongkolan tender

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah danblaekakang lahirnya
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, asas dan tujueentdknya Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999, substansi larangan igmgntum dalam Undang-
Undang tersebut sebelumnya meliputi perjanjian ydilegang dan kegiatan yang
dilarang. Pada bab ini juga akan dibahas mengesagestian persekongkolan,
pengertian dan ruang lingkup tender, pengaturargerea persekongkolan tender
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Selaijuga akan dibahas perihal
jenis-jenis dan indikasi persekongkolan tenderaséampak dari persekongkolan
tender.

Bab Ill. Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingatysaha Nomor
26/KPPU-L/2010 atas kasus dugaan persekongkolan wer dalam lelang
pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupdaen Ogan
Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Aggaran 2009

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar beladkasigs dan posisi kasus
persekongkolan tender dalam lelang pekerjaan daPipekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumat8&elatan APBD
Anggaran 2009. Selain itu juga akan dibahas pegdhalisa dari putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha atas kasus tersebyaudiiari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 meliputi penerapan pendekatkeof reason sebagai salah
satu metode analisa dan Pedoman KPPU tentangZakhl No. 5/1999. Analisa
mengenai penerapan unsur-unsur pasal 22 UU No9%/jtga akan dibahas
dalam bab ini.

Bab IV. Penutup
Bab V akan membahas mengenai kesimpulan dan sargpeshelitian ini.
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BAB |1
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN
PERSEKONGKOLAN TENDER

[1.1. Sgarah dan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, ipgea usaha
menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saatmefsi digulirkan. Pada masa
sebelum reformasi, perekonomian didominasi olebksir yang terkonsentrasi.
Pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuaskpat menguasai
perekonomian Indonesia dengan skala besar. Strukturopoli dan oligopoli
sangat mendominasi sektor-sektor ekonomi saatSkgara empiris masyarakat
selama orde baru telah mengalami keterbatasangpakliek kegiatan berekenomi
yang penuh dengan nuansa keganjilan dan kontratikKondisi seperti ini
menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat dlzas secara tidak langsung
berdampak buruk pada kesiapan sistem ekonomi mediaialam mengikuti
perkembangan ekonomi dunia yang semakin diwarredi sémangat persaingan
bebas, seiring dengan semakin mengglobalnya ekopasair.

Dalam perkembangannya, banyak para pelaku usahey yalah
mempunyai kekuatan dominan bahkan berkembang mekgadlomerasi yang
merajai sektor hulu hingga hilir di berbagai bidamgpha. Disamping struktur
ekonomi yang terkonsentrasi, yang secara implisittberperan melanggengkan
kegiatan ekonomi tidak sehat, situasi perekononiraionesia saat itu juga
diwarnai pula oleh berbagai bentuk perilaku antspmgan, seperti perilaku yang
berupaya memonopoli atau menguasai sektor tertembglalui Kkartel,

penyalahgunaan posisi dominan, merger, diskrimidasi sebagainya. Aktivitas

18 Sebelumnya Indonesia dianggap telah mengalami perkembangan ketika dibuatnya
program pembangunan bertahap untuk masa lima tahunan (REPELITA). Sejak Pembangunan Lima
Tahun Pertama (Pelita I-VIl), kegiatan pembangunan tersebut diharapkan menyentuh di semua
sektor agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada kenyataannya program
pembangunan bertahap untuk masa lima tahunan, ditujukan bagi upaya stabilisasi ekonomi
politik agar tidak muncul kekuatan ekonomi baru yang dapat mendestruksi kekuasaan politik dan
ekonomi dari rezim yang berkuasa.
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seperti ini mengakibatkan kinerja perekonomian ovei secara umum cukup
memperhatinkan. Hal tersebut terlihat dari pilitegi konsumen yang terbatas,
kelangkaan pasokan, harga yang tak terjangkaurbagyarakat pada umumnya,
lapangan kerja yang sempit, pertumbuhan indusitig yambat, daya saing produk
melemah serta makin melebarnya jurang kesenjangaromi di berbagai bidang

kehidupan rakyat. Kondisi ini berujung pada rung#rbangunan ekonomi

Indonesia yang telah dibangun selama puluhan tdannterhapus hanya dalam
waktu singkat saat krisis moneter 1997.

Keadaan seperti ini pada akhirnya mengarah kepditkkukannya
reformasi di sektor ekonomi, sebagai bagian ddarmeasi di berbagai bidang
kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagaimanaejandita ketahui, secara
garis besar terdapat tiga hal penting yang mengginda reformasi dalam
menyikapi krisis yang melanda Indonesia. Hal tausgiakni, membangun sistem
politik yang demokratis, membuat keijakan ekonomngy pro persaingan sehat
dan pro rakyat serta mengakomodasi prinGipod Governancealalam sistem
pemerintahan sert&ood Corporate Governmendilingkungan dunia usaha.
Khususnya mengenai agenda membuat kebijakan ekoyemg pro persaingan
sehat maka diupayakanlah untuk dibentuk sebuahupanaperundang-undangan
yang mengatur secara rinci dan jelas perihal peyaai dalam kegiatan ekonomi.

Setelah melalui proses politik yang cukup panjakéjrnya suatu undang-
undang yang menjadi cita-cita para pelaku usahaandalmendukung
perekonomian pro persaingan sehat dapat terwujuhlunéJndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monogeah persaingan usaha
tidak sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)hdiugkan di Indonesia
pada tanggal 5 Maret 1999. Secara lebih runut,utant agar Indonesia
mempunyai sebuah peraturan sejenis Undang-UndamgoN& Tahun 1999
untuk pertama kali muncul pada tahun 1990 sebaggiab dari perdebatan

tindakan kebijakan anti monopoli di Indone$ia.

¥ sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli,”
Jurnal Hukum Bisnis (Mei-Juni 2002) : hal. 5-9.
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Pada era orde baru di bawah kepemimpinan Pressaéemarto, upaya
berbagai pihak dalam masyarakat untuk memiliki mgeandang anti monopoli
tidak pernah berhasil karena berbagai alasan. Aakesan tersebut meliputi:

1. Karena pemerintah orde baru menganut konsep balensahaan-
perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk berfusgjsagai motor
penggerak pembangunan. Perusahaan perusahaan utergkdn
mempunyai kemampuan untuk menggerakkan ekonomi akear
kemajuan apabila pemerintah memberikan perlakuarsud) seperti
halnya memberikan akses monopoli kepada perusahbeebut
didalam pasar.

2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh kargmerusahaan
tersebut telah menjadi pioneer di sektor yang terHaanpa alasan
monopoli dan proteksi, akan menjadi kesulitan taige bagi
pemerintah untuk dapat menarik minat para pemegandal besar
untuk berinvestasi dalam pasar di Indonesia.

3. Untuk menjaga berlangsungnya praktik Korupsi, Kplusian
Nepotisme demi kepentingan kroni-kroni Presiden h8de dan
pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktd’itu.

Ide untuk membentuk undang-undang tentang pesaieghat dan anti
monopoli mendapat kesempatan ketika ditanda-tanganiperjanjian yang
dilakukan antara International Monetary Fund (IMIEpgan pemerintah Republik
Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalamamgeamn tersebut, IMF
menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negepablik Indonesia
sebesar US$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatassis ekonomi, akan
tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan re$orei@nomi dan hukum
ekonomi tertentu. Dalam perjanjian tersebut diteatubahwa pemerintah akan
menyampaikan rancangan Undang-Undang Anti Monop@pada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasamisatdambatnya pada
bulan Desember 1998.

2% 1bid, hal 12.

' Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :

GTZ, 2009), hal. 30.
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Secara tidak langsung, lahirnya Undang-Undang NoBdahun 1999
tidak terlepas dari desakan IMF yang menjadi keediiagi Indonesia dalam
rangka mengatasi krisis moneter yang melanda kawasia pada umumnya dan
kawasan Indonesia khususnya. Terkait dengan per#ii&n tersebut, maka
timbullah desakan kepada pemerintah Indonesiassggara memberantas praktik-
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak selaatgyterjadi di Indonesia
dengan cara segera memberlakukan undang-undang yaemgatur hal
demikian®?

[1.2. Asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Dalam rangka memahami dan memaknai suatu peratpeamndang-
undangan, perlu kiranya untuk dipahami terlebihullabapa asas dan tujuan
dibentuknya sebuah aturan. Asas dan tujuan akanpadhemfleksi bagi bentuk
pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalamamattersebut, untuk
selanjutnya pemahaman akan norma-norma aturan hukensebut akan
memberikan pedoman dalam hal mempengaruhi peladsaman tatacara
penegakan hukum yang akan dilakukan.

Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatdagrasal 2 bahwa:
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kagiasahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbamlgdéar kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demolke&snomi tersebut
merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruamgkulp pengertian
demokrasi ekonomi yang dimaksud dapat ditemukaandglenjelasan atas Pasal
33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ol@lddhg-Undang Nomor
5 Tahun 1999 yaitu menghendaki adanya kesempatag yama bagi setiap
warga negara untuk berpartisipasi di dalam progesiysi atau pemasaran
barang dan jasa. Penjabaran lebih lanjut dari asmsokrasi ekonomi pada
Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilihatappdsal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat mengenaruypembentukan dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

*? Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha Indonesia,” (Modul disampaikan untuk
Retooling Program Under Employee Graduates At Priority Disciplines Under TPSDP, Jakarta, 14
September 2004), hal. 8.
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Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisi@ksinomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningk&&sejahteraan
rakyat;

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin ada@pastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelakuusalmagmdaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil;

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usdhla sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

Terciptanya efektifitas dan efisiensi daam kegiatsahz’>

Dari keempat tujuan tersebut dapat dikelompokkamjadi dua tujuan

utama dari adanya hukum persaingan usaha, yaitu:

£

2.

Tujuan dibidang ekonomi, yaitu untuk memberikan hdan
kesempatan yang sama bagi tiap pelaku usaha keeilengah, dan
besar untuk melakukan kegiatan usaha di wilayatuBlépindonesia,
menciptakan persaingan yang sehat, kondusif, daktiefserta
meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha.

Tujuan diluar ekonomi yaitu menjaga kepentingan womuaan
meningkatkan efisiensi nasional untuk mencapai jkbsraan

masyarakat akibat dari persaingan usaha tersebut.

Dengan melihat kepada esensinya, Undang-Undang Maropoli kita

dapat melihat keterkaitannya kepada tiga aspekaimedtal yaitu:

1.

Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pengaturan persaingsaha

diharapkan dapat mewujudkan:

a. Peningkatan daya saing produk local sehingga mabgpsaing
dengan produk impor dan mendorong pangsa pasanasienal,

b. Efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suandsa,

c. Peningkatan produktifitas;

d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

> Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 3.
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e. Pendorong inovasi.

2. Aspek Hukum

Dari sudut pandang hukum, pengaturarrsgoegan usaha
diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan haaga jpelaku usaha
melainkan juga bagi para konsumen.
3. Aspek Internasional

Salah satu aspek lain adalah aspek internasidiolelk hanya
terkait dengan pertimbangan globalisasi tetapi jumspek yuridis
formalnya, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1%9fiang Ratifikasi
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangana Djagreement
Establishing The World Trade Organizatjoengan demikian Indonesia
telah turut meratifikasi hasiFinal Act Uruguay Round Atas dasar
lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakakti
keseriusan bangsa Indonesia untuk mengatur maga&egaingan antar

pelaku usah&?

I1.3. Substans larangan yang tercantum dalam Undang-Undang meliputi
perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang
Secara substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 188gatur tentang
tiga larangan pokok yaitu:
1) Perjanjian yang dilarang
2) Kegiatan yang dilarang
3) Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan
Untuk selanjutnya akan dipaparkan secara lebti nmengenai tiga
larangan pokok yang terdapat dalam Undang-Undamgdxé Tahun 1999.
[1.3.1. Perjanjian yang dilarang
Sebelum diperkenalkannya istilah perjanjian yadg dalam UU No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli darsaitegan Usaha Tidak
Sehat, maka istilah perjanjian secara umum telata ldikenal oleh masyarakat.
Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adaladtusyeristiva, dimana

seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimaaaothng saling berjanji untuk

24 Suyud Margono, “Hukum Anti Monopoli”, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hal 24.
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melaksanakan sesuatu RalSelanjutnya Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan
bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalab peabuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap setng lain atau lebih. Dalam
sistem hukum perjanjian, maka dianut sistem terpuldinya para pihak
mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untigadaian perjanjian yang
berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak meg&angetertiban umum dan
kesusilaan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pas&38L&KUH Perdata yang pada
intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yangatlimecara sah berlaku
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membu&tnya.

Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Nombattun 1999 adalah
dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yangnd@ap dapat menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat. Beberapa perjargiag gimaksud untuk dilarang
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebaghut;

1. Oligopoli

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tah@9 t®enyatakan,
yang dimaksud perjanjian yang dilarang dalam bemtigopoli, yaitu pelaku
usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelakuhaséin untuk secara
bersama-sama melakukan penguasaan produksi ataagagamn barang dan/atau
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktilknopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehaPengertian oligopoli yang terdapat dalam pasabklsimnya
lebih banyak menjelaskan perihal aktivitas menguaesar’’

Batasan tentang struktur pasar oligopoli seringuithlan dengan jumlah
produsen yang sedikit, tetapi seperti telah dianaikpengertian sedikit itu
sangatlah relatif. Dapat saja terjadi jumlah predugbisa juga pedagang) ratusan,

tetapi strukturnya tetap merupakan oligopoli. Petmge ini lebih relevan kalau

ZR. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa,1985, hal. 15.

%% Ibid.

7 Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :
GTZ, 2009), hal. 35.
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yang dimaksudkan adalah pasar dikuasai oleh segikitlusen atau sedikit
penjual®

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahuh diglaskan
bahwa Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara ameessama
melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaraanfadan atau jasa,
sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) &4tiga) pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%ulftypuluh lima persen)
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertenfangkauan ketentuan ini
terbatas terhadap struktur pasar yang meliputikgegla dua pesaing. Dalam
pasal 4 ayat 2 menentukan bahwa perjanjian antagaatiau tiga pihak juga
termasuk jangkauan ketentuan ini. Oleh karena eterkuan ini diterapkan juga
terhadap pasar dengan lebih dari tiga pesaing, ngama dapat dibuktikan
terdapatnya perilaku oligopoffs.

2. Penetapan harga

2.a. Perjanjian penetapan harga antarpelaku uPaita/ Fixing (Pasal
5 ayat 1)

Penetapan harggrice fixing antarpelaku usaha dilarang oleh pasal 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebabkan kameeklui penetapan
harga secara bersama oleh para pelaku usaha akagakimtkan tidak
berlakunya hukum pasar mengenai harga yang ditawakepada konsumen
melalui adanya aktivitas penawaran dan permintaadelalui price fixing
sebenarnya para pelaku usaha secara tidak langsemglankan sebuah strategi
yang bertujuan untuk menghasilan laba setingggimga dan semaksimal
mungkin. Mekanisme yang tercipta melalui perjanjgnetapan harga diantara
pelaku usaha adalah upaya memaksakan harga yagi&an oleh pelaku usaha
secara sepihak kepada konsumen, dimana seringkgia tyang ditawarkan pada
akhirnya merupakan harga yang berada diatas bevesgdran.

% http://www.m2pc.web.id/2010/07/pengertian-struktur-pasar-oligopoli.html diakses

tanggal 23 Februari 2011.

2 Suyudh Margono, “ Hukum Anti Monopoli”, hal. 80.

% Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :
GTZ, 2009), hal. 91.
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2.b. Perjanjian diskriminasi hardafice Discrimination(Pasal 6)

Price discriminationadalah suatu istilah yang dipakai oleh para ekogsomi
untuk menggambarkan praktik penjualan suatu bargagg sama kepada
pelanggan yang berbeda dengan harga yang berb&danpskipun biaya untuk
menjual barang itu sanfa.Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjiangya
dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha kidinyana untuk suatu produk
yang sama dijual kepada setiap konsumen dengara hamgg berbeda-beda.
Tujuan yang ingin dicapai dari praktek semacamtidak lain adalah untuk
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengageksploitasi surplus
konsumen3?

2.c. Perjanjian jual rugPredatory pricing

Pada umumnyaredatory pricingmerujuk kepada usaha anti persaingan
usaha yang dilakukan oleh sebuah pelaku usaha wlengalal besar dan
mempunyai dominasi di suatu pasar dengan maksudk mményingkirkan semua
pesaing yang ada dalam berkegiatan ekonomi dalaar persebut® Tindakan
yang dilakukan dalampredatory pricing ialah menurunkan harga serendah
mungkin bahkan sampai mengalami kerugian untuk staree waktu dengan
tujuan para pesaing didalam pasar tidak mampu m#agigi harga yang telah
diturunkan sebelumnya oleh si pelaku usaha yangkuak&npredatory pricing

Menurut R. Sheyam Khemenipredatory pricing dilarang bukan
disebabkan karena strateginya dalam menetapkama hgagg sangat rendah
terhadap produk yang dijual, melainkan disebabkarera di kemudian hari
ketika prosepredatory pricingtelah selesai pelaku usaha tersebut akan berusaha

untuk mengurangi produksinya dan menaikkan htga.

' sutan Remy Sjahdeini, “Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan Monopoli,”
hal. 19.

32 Philip Areeda, Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases, Little Brown and Company
(1981) p.1054.

3 http://www.maxi-pedia.com/predatory+pricing diakses tanggal 28 Februari 2011.

*R. Sheyam Khemani, A Framework for the Design and Implementation of Competition
Law and Policy, (WorldBank and OECD, 1998) pp. 77-78.
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2.d. Perjanjian penetapan harga jual kemb#&iésale Price
Maintenance

Didalam pasal 8 Undang-undang No0.5/1999 dinyatdkamwva: “pelaku
usahadilarang membuat perjanjian dengan pelakuaugain yang memuat
persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jaalk @#an menjual atau
memasok kembali barang dan/atau jasa yang diteyimatengan harga yang
lebih rendah daripada harga yang telah diperjamjikeehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakt £&h

Ketentuan mengenaresale price maintenanceleh Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1999 ditafsirkan secavde of reason sehingga dapat dipahami
bahwa pelaku usaha diperbolehkan diizinkan untuknbuat perjanjian dengan
pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahweripenproduk tidak akan
menjual kembali atau memasok kembali produk yamgrichanya, dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah digéegn, asalkan tidak
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidakt.seh

3. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah merupakan bagian dari perjanjeéng dilarang oleh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Efek negatif gafanjian pembagian
wilayah diantara pelaku usaha akan berakibat bkepada eksploitasi terhadap
konsumen. Pihak yang paling dirugikan dalam halglah konsumen, dimana
konsumen tidak mempunyai alternatif pilihan akaadpk yang akan dibelinya
dipasaran baik dari segi kualitas barang ataupurgahaUndang-undang
N0.5/1999 melarang perbuatan tersebut dalam Pabakrl@inyi: “pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usahairmqgs/a yang bertujuan
untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi gasaadap barang dan/atau
jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pgraktopoli dan persaingan
usaha tidak sehat®

Secara garis besar yang menjadi tujuan dari genjapembagian wilayah

adalah untuk membagi wilayah penjualan, pemasaerpan alokasi pasar atas

* Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 8.

% Ibid., ps 9.
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barang atau jasa yang dikenal dengan istdahtion clause Maksudnya adalah
suatu klausula yang mengatur lokasi dimana suatakypeusaha diberikan
kewenangan untuk menjual barang atau jasa. Tuglah lanjutnya adalah untuk
mengontrol kepadatan distribusi dan mencegah fagjadkelebihan barang pada
lokasi tertentd” Hal yang menyebabkan perjanjian pembagian wilaimih
dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999ahd&arena dapat
menyebabkan dan bahkan cenderung mendorong pedaka yang terlibat dalam
perjanjian tersebut melakukan kegiatan monopoliapadlayah dimana dia
dialokasikart?

4. Pemboikotan iHorizontal refuse to deal

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bepgrianjian yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999aierllengan kuatnya
nuansa monopoli dalam substansi lahirnya sebugbhnpen pemboikotan. Para
pelaku usaha yang melakukan perjanjian pemboikogéala umumnya melakukan
perikatan ini dengan tujuan untuk menyingkirkanagal usaha yang tidak ikut
melakukan perjanjian pemboikotan serta untuk meangkan kekuasaan di
dalam pasar yang telah dimiliki sebelumrya.

5. Kartel

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengkategorikatelkaebagai
salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untl&kdkan oleh pelaku usaha.
Dimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988ubwi: “pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usabaimpgnya yang bermaksud
untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur lgiodan/atau pemasaran
suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkgadinya praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak seffabalam hal ini Undang-Undang

¥ Veronica G. Kayne, et. al., Vertical Restraints: Resale Price Maintenance Territorial

and Customer Restraint, Practising Law Institute, (2007) p.9.

* Ibid., p.9.

¥ |ennart Ritter et.al., EC Competition Law, A Practitioner’s Guide, Kluwer Law

International, 2nd ed., (2000) p.205.

* Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 11.
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Nomor 5 Tahun 1999 menafsirkan pasal pengaturargeman kartel ini secara
rule of reasonMelalui penafisran secarale of reasordapat kita pahami bahwa
pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelsddia pesaingnya yang
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mergaiduksi atau pemasaran
suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakib&tkiadinya paraktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat.

6.Trust

Trust merupakan salah satu bentuk perjanjian yang didardalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun istiialst dalam literatur
Inggris mempunyai banyak arti, namun dalam hal rmpohppengertian trust ini
dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dari lirgkakekuatan beberapa
perusahaan ataupun industri tertentu dalam suatsarpaUndang-undang
N0.5/1999, menyatakan bahwaust merupakan salah satu perjanjian yang
dilarang untuk dilakukan. Pasal 12 Undang-undang9N®ahun 1999 berbunyi:
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengammbeatuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, detejap menjaga dan
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masingalean atau perseroan
anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol proddksi/atau pemasaran atas
barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibetifadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak setat.”

7. Oligopsoni

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk perjanjeamgy dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyaniken tersendiri.
Dalam praktek oligopsoni yang menjadi korban adgatdusen atau penjual,
dimana biasanya untuk bentuk-bentuk praktek antgdegan lain seperprice
fixing, price discrimination kartel dan lain-lainnya yang menjadi korban adala
konsumen atau pesaing.

UU No.5 Tahun 1999 memasukkan perjanjian oligopgendalam salah
satu perjanjian yang dilarang untuk dilakukan gdelaku usaha. Pasal 13 ayat (1)
UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “pelaku usdifemang membuat

L bid., ps 12.
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perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertuprdok secara bersama-sama
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agatr m@ngendalikan harga
atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersanglatam,dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingahaisidak sehat*

8. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan desgengkaian cara atau
proses produksi atas barang tertentu yang dilakakaai dari hulu sampai hilir.
Integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaaelakkan kerjasama dengan
perusahaan lain yang berada pada level yang bedadala suatu proses produksi
sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan pgatusahaan yang
melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatanmgia satu proses produkdi.
Pasal pengaturan mengenai integrasi vertikal maldim Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dirumuskan secamale of reason Dengan kata lain ketika
ditemukannya sebuah praktek integrasi vertikal makkak diperkenankan
langsung ada tuduhan pelanggaran atas praktek psesgngan tidak sehat.

9. Perjanjian Tertutug@xclusive dealing
Perjanjian tertutup atau exclusif dealing merupagaatu perjanjian yang terjadi
antar pelaku usaha yang berada pada level yangdeenpada proses produksi
atau jaringan distribusi suatu barang atau fa®&rjanjian jenis ini terdiri dari:

9.1.Exclusive Distribution Agreement

Dalam perjanjian jenis ini, pelaku usaha membuesekakatan dan
perjanjian dengan pelaku usaha lain yang menyatalkémva salah satu pihak
yang menerima produk hanya akan memasok ataumeéakasok kembali produk
tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempeintersajd> Secara tidak
langsung melalui adany@axclusive Distribution Agreemersiesungguhnya telah

tercipta sebuah halangan untuk masuk kedalam pgsag mana halangan

2 Ibid., ps 13 ayat 1.

** Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :
GTZ, 2009), hal. 113.

o Philip Clarke and Stephen Corones, Competition Law and Policy: cases and materials,
(Oxford Unifrsity Press, 2000) p.376.

*> Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal. 136.
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tersebut ibarat tembok pemisah antara mereka yerkat dan tidak terikat
dengan perjanjian ekslusif distribusi ini.

Oleh karena itu Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nd@ahun 1999
melarang pelaku usaha untuk membetatlusive distribution agreemedengan
pelaku usaha lain. Adapun bunyi dari Pasal 15 &ptUndang-undang No. 5
Tahun 1999 sebagai berikut, bahwa: “Pelaku usalasadg membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratamabgihak yang menerima
barang dan/atau jasa hanya akan memasok ataurntidalasok kembali barang
dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dangartia tempat tertenttf”

9.2.Tying Agreement

Tying agreemenmerupakan suatu perjanjian antar pelaku usaha yang
berada pada level berbeda yang mana perjanjiagbigrsnensyaratkan penjualan
ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanyaliédeurkan apabila pembeli
atau penyewa tersebut juga akan membeli atau mengavang atau jasa lainnya
dari pelaku usaha yang sama. Melalui perjanjiarsjem, pelaku usaha memiliki
peluang yang cukup besar untuk melakukan kegiatamopoli serta akses untuk
melakukan perluasan kegiatan monopoli &asy product(barang atau jasa yang
pertama kali dijual) keied product(barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli
juga oleh konsumeriy.

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1989%atakan bahwa:
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengdmakpiain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang danjasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan/atau jasa lain daakpelisaha pemasok.” Dari
pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 19§48 gapat dilihat defenisi
dari tying agreement yaitu perjanjian yang dibuiatiotara pelaku usaha yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima batangasa tertentu harus
bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelakha pemasd¥.

*® Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 15 ayat 1.

7" Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, hal. 137.

8 Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 15 ayat 2.
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9.3.Vertical agreement on discount

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 199%®atakan bahwa:
“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengeaaja atau potongan harga
tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuatapaian bahwa pelaku usaha
yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pkrhasis bersedia membeli
barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pematsoktidak akan membeli
barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dakupesaha lain yang menjadi
pesaing dari pelaku usaha pema%$ok

10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahvekpeisaha dilarang
membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negang memuat ketentuan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli/di@u persaingan usaha tidak
sehat. Dapat dikatakan bahwa pelaku usaha dalambuanperjanjian dengan
pihak luar negri sebenarnya sah-sah saja, karsoaisgengan perkembangan dan
pesatnya transaksi bisnis lintas negara yang miepja#ttek bisnis. Ketentuan
yang dilarang adalah apabila perjanjian tersebpatdemengakibatkan terjadinya

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Il. 4. Kegiatan yang dilarang

1. Monopoli

Salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalamabigjndUndang Nomor 5
tahun 1999 adalah bentuk kegiatan monopoli yangmigrikan persaingan usaha
tidak sehat. Secara umum pengertian dari monogalah apabila seorang pelaku
usaha merupakan satu-satunya penjual atas suatukpdalam suatu pasar, yang
mana produk tersebut tidak ada subsitusinya, yaagyababkan kegiatan jual
beli dalam pasar tersebut terfokus hanya kepadeosaihg penjual tadi saja.

Christopher Pass and Bryan Lowes, dalam buku ER#@& Ginting,
Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbagdin UU No. 5 Tahun

1999, menjelaskan bahwa penyebab utama timbulngeatie® monopoli dalam

* Ibid., ps. 15 ayat 3.
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suatu pasar adalah dikarenakan adanya sebuah leambsuk masuk kedalam
pasar tersebuf. Hal tersebut bisa terjadi diakibatkan oleh bebefaftor seperti;

1. Sumber kunci/utama, misalnya seorang pelaku usamapakan satu-
satunya pemilik bahan baku atasourcegertentu.

2. Monopoli yang diciptakan oleh pemerintah. Misalngamerintah
memberikan hak monopoli kepada pelaku usaha yakgt deengan
pemerintah ataupun yang sudah sering bermitra depganerintah
sehingga pemerintah memiliki kepercayaan yang bierkepadanya.

3. Monopoli alamiah. Kegiatan monopoli dirasa akan iHeb
menguntungkan dan memberikan manfaat yang lebiidsgaya suatu
produk hanya diproduksi oleh satu pihak saja.

Black’'s Law Dictionarymemberikan definisi tentang monopoli dari segi

yuridis sebagai berikut:

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vedtin one or more
persons or companies, consisting in the exclugfitr{or power) to carry out on a
particular business or trade, manufacture a par@earticle, or control the sale
of the whole supply of a particular commodify.“

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Noni@hdin 1999 yang
dimaksud dengan monopoli adalah pehguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasarnrtoleh satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaffa.Selanjutnya larangan kegiatan
monopoli itu sendiri diatur dalam pasal 17 UU No.Tahun 1999, yang
menyatakan bahwa :

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaanpatduksi dan atau

jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekompali dan atau
persaingan usaha tidak sehat.

>0 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No.
5 Tahun 1999, Bandung, PT. Citra Aditya, 2001, hal 34.

>t Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, 6th. ed. (St. Paul — Minnesota: West
Publishing Co., 1990) p.52.

>? Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 1 ayat 1.
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(2) Pelaku usaha patut diduga atanggjap melakukan penguasaan atas
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jdsEyesmana
dimaksud dalam ayat (1) apabila :

a. Barang dan atauajagang bersangkutan belum ada
substitusinya; atau
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapasukake
dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yaag &@au
c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelakinausa
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) panmssar
satu jenis barang atau jasa tertefitu.
2. Monopsoni
Istilah monopsoni dapat dikatakan sebagai kehalikiari substansi
monopoli. Dalam kegiatan monopoli secara umum patlgatu orang pedagang
yang menguasai pasar bersangkutan, sedangkan dadawpsoni terdapat satu
pembeli tunggal yang menguasai sistem pembeliadugralalam suatu pasar
bersangkutan.
UU No 5 Tahun 1999 mengatur monopsoni ini sechtesls dalam Pasal
18 yang menyatakan, bahwa :

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasatean menjadi
membeli tunggal atas barang dan atau jasa dalaan passangkutan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dtu persaingan
usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasarimaan pasokan
atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksaldnd ayat (1)
apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaiba menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasarjsats barang atau jasa
tertentu>
Lebih lanjut pengaturan mengenai monopsoni didalémdang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secarie of reasonHal ini mengindikasikan

>? Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 1 ayat 17.

>* Ibid., ps 18.
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bahwa suatu praktek monopsoni dapat dikategorikbagai sebuah pelanggaran
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seandairyaeprtersebut berakibat
kepada adanya kegiatan monopoli dan atau persaumgdra tidak sehat. Hal ini
tepat dirumuskan karena tidak semua kegiatan monogang berimbas negatif
terhadap aktifitas perekonomian di dalam masyarakat

3. Penguasaan Pasar

Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pelalahasialam mencapai
penguasaan pasar seringkali tindakan yang dilakukanjurus kepada upaya
persaingan usaha tidak sehat. Apabila situasienpadi maka Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 akan menjadi jawaban tersegdita mengantisipasi upaya
penguasaan pasar yang menjurus kepada persairgjam tidak sehat dan praktek
monopoli. Dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 didelsy bahwa, “Pelaku
usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegibtak sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibat&gadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatpdemenolak dan atau
menghalangi pelaku usaha tertentu untuk dapat miedakkegiatan usaha yang
sama pada pasar yang bersangkutan, menghalangurkensatau pelanggan
pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan lgéyunsaha pesaingnya itu,
membatasi peredaran dan atau penjualan barang tdan jasa pada pasar
bersangkutan atau melakukan praktek diskriminashadap pelaku usaha
tertentu.®

Pengaturan mengenai penguasaan pasar yang temtapat pasal 19
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secégzof reasonHal ini
menegaskan bahwa tindakan pelaku usaha untuk nmeaigpasar tidak selalu
dapat dikatakan pelanggaran akan Undang-Undang Ndndahun 1999.
Melainkan haruslah diselidiki terlebih dahulu agak@enguasaan pasar yang
terjadi oleh pelaku usaha mengakibatkan terjadpgrsaingan usaha tidak sehat
dan kegiatan monopoli yang menyingkirkan pesairahadainnya.

4. Kegiatan menjual rugi

> Ibid., ps 19.
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Kegiatan jual rugi merupakan salah satu bentulupéan atau distribusi
barang dan atau jasa dengan cara jual foigidatory pricing)yang bertujuan
untuk menghindari persaingan usaha sehat dan ni@matisaha pesaingnya.
Metode yang biasa ditempuh untuk melakukan kegi@iah rugi ini biasanya
dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tidgaar wlimana harga lebih
rendah dari pada biaya variabel rata-rata sehihggga yang ditetapkan berada
dibawah harga normal pasaran.

Areeda dan Turner berpendapat, bahwa untuk suksksukan jual rugi,
maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasartbgaag Pengusaha akan
menurunkan harganya pada level tertentu yang meibyan pesaingnya mati,
maka diwaktu tertentu pengusaha tersebut akan Riemaiproduksinya dan
mendapatkan penguasaan pasar. Oleh karena itakpgpiledator hampetidak
mungkin dilakukan perusahaan kecil, bahkan perwusalyang besar saja, tetap
akan mengalami kerugian pada saat dia melakukanuigiz®

Dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkanwbdtelaku usaha
dilarang melakukan pemasokan barang dan atau gasgad cara melakukan jual
rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah mlenggksud untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnyaddirgzersangkutan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoliatan persaingan usaha tidak
sehat.”” Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas dajgatekgjaskan bahwa
tidak semua kegiatan penjualan dengan menerapkaa litbawaha pasar atau
harga lebih murah dibanding pelaku usaha lainnyi&ategorikan sebagai
pelanggaran akan persaingan usaha sehat.

5. Penetapan biaya secara curang

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 19&3akskan bahwa
pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan curargdall menetapkan sesuatu
biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakandaran harga suatu produk.

Indikator yang ingin diatur dalam pasal 21 ini lalsiaya yang dimanipulasi serta

> Philip Clarke and Stephen Corones, Competition Law and Policy: cases and materials,
(Oxford Unifrsity Press, 2000) p.56.

>’ Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 20.
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kegiatan memanipulasi oleh Undang-Undang Nomor Burtal1999 dapat
dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dilarangsnyaebagai berikut;
a. Terdapat penetapan biaya produksi dan biaya lairyvayay
menjadi komponen harga barang dan/atau jasa.
b. Terdapat indikasi kecurangan atau sifat manipuldafam
menetapkan biaya produksi tersebut.
c. Terjadi penguasaan pasar sehingga terjadi persaingaha
tidak sehat®
Berdasarkan rumusan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1998a dapat kita
ketahui bahwa pasal ini menganut pringige of reasonDengan demikian kalau
pun telah terjadi kecurangan, si pelaku tidak otsmaelanggar UU No. 5 Tahun
1999. Untuk dinyatakan bersalah, haruslah dibuktikarlebih dahulu bahwa
kecurangan tersebut tidak mempunyai alasan-alamag gapat diterima dan juga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usalmtigak sehat.
6. Persekongkolan
Didalam persekongkolan terdapat dua orang atah fEdaku usaha yang
melakukan kegiatan kerjasama satu sama lain demiapatkan satu tujuan yang
sifatnya melawan hukum. Para pelaku usaha yang kolea kegiatan
persekongkolan akan melakukan penyesuaian satu lsamagar tindakan yang
mereka rencanakan dan telah mereka susun dapakstnh dengan baik.
Persekongkolan atau konspirasi adalah segala bé&etjgk sama diantara pelaku
usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak selalakiypeusaha, untuk
memenangkan persaingan secara tidak sehat. Diastlian banyak jenis
persekongkolan, jenis persekongkolan dalam haletemerupakan kegiatan yang
paling banyak merugikan negara dan masyarakaffuas.
Secara yuridis pengertian persekongkolan usahdiatir dalam Pasal 1
angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, yakni “sebagai bekerasama yang dilakukan

> Ibid., ps 21.

> Persekongkolan tender dapat menyebabkan harga yang tidak wajar dan jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kuantitas atau kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.
Pada persekongkolan tender seringkali diiringi dengan terjadinya praktek korupsi. Tender adalah
tawaran pengajuan harga untuk memborong suatu pekerjaan berupa pengadaan barang dan atau
jasa.
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oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain deng&such untuk menguasai
pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usatgphgrsekongkol®® Bentuk
kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktilkdengan adanya perjanjian,
tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidakngkin diwujudkan dalam
suatu perjanjian.

Terdapat beberapa jenis persekongkolan yang didélem Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dianggap mengéakibgersaingan usaha
yang tidak sehat, yaitu persekongkolan untuk memga¢menang tender (pasal
22), persekongkolan untuk memperoleh rahasia peaasa (pasal 23) dan
persekongkolan untuk menghambat pasokan produkikuBeakan dijelaskan
secara lebih terperinci mengenai masing-masings j&apgiatan persekongkolan
yang telah disebutkan sebelumnya dan diatur bairaeule of reasomataupun
per se illegal

a. Persekongkolan tender (pasal 22)

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mergatd&ngan tegas
bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengak jiim untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapatakiesmigan terjadinya
persaingan usaha tidak seffatDitambahkan juga didalam penjelasan pasal
tersebut bahwa tender merupakan tawaran untuk mudsga harga, untuk
memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan béeagg atau untuk
menyediakan jasa. Aktivitas pelaku usaha yang admaisama-sama menentukan
pemenang tender secara eksplisit merupakan selmddkdn curang dan anti
persaingan usaha sehat. Hal ini dikarenakan padsarmda tender dan
pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.eResgn lebih lanjut perihal
persekongkolan tender akan dijelaskan lebih lastglam bagian tersendiri di bab
ini.

b. Persekongkolan membocorkan rahasia dagang/paarsa

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan, bahwakypeusaha

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mpatkan informasi kegiatan

% Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 1 poin 8.

*! Ibid., ps 22

UniversitasIndonesia
Analisis penerapan ..., Rian Alvin, FH Ul, 2011



32

usaha pesaingnya yang diklafisikasikan sebagaisi@hperusahaan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usab& tdhaf? Rahasia dagang
tidak boleh diketahui umum, karena selain mempumykii teknologis juga

mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatsaha serta dijaga
kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Bagi Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagandiatur secara
tersendiri, tidak dimasukkan dalam UU No. 5 Tahu899d Dewasa ini
pengaturannya dapat dijumpai dalam UU No. 30 Tab0@O tentang Rahasia
Dagang. Pengertian rahasia dagang dikemukakan Rasalgka 1 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahhasia dagang adalah
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidaegnologi dan atau bisnis,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiaisaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

c. Persekongkolan Menghambat Perdagangan (Pasal 24)

Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 terdapat larangamkunielakukan
persekongkolan yang dapat menghambat produksi, ggeara atau produksi dan
pemasaran atas produk. Dinyatakan dalam Pasalrsebte, bahwa pelaku usaha
dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mangbat produksi dan/ atau
pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaidgngan tujuan barang
dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pbsesangkutan menjadi
berkurang, baik dari kualitas maupun ketepatan wakdng dipersyaratkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwéekypelaaha dilarang untuk
bersekongkol dengan pihak lain untuk :

a. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam menksiodu

b. Menghambat pemasaran, atau memksodian memasarkan barang,
jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agagpgsa atau barang
dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasaabgkstan menjadi

berkurang atau menurun kualitasnya;

% Ibid., ps 23
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c. Bertujuan untuk memperlambat waktsps produksi, pemasaran, atau
produksi dan pemasaran barang, jasa, atau baramgjada yang
sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta

d.Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat mbolkan praktik

monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak.seha

[1.5. Persekongkolan Tender dalam Hukum Per saingan Usaha di Indonesia

[1.5.1. Persekongkolan Tender Secara Umum

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun, 2808er adalah
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai deAB&N/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penymaliang/jasa. Selain itu
pengertian tender menurut Kamus Hukum adalah mesnigorpekerjaan/
menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memlgpmmekerjaan seluruhnya
atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjangankahtrak yang dibuat oleh
kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongatilakukan ®* United States
Departement of Justicemenjelaskan bahwa persekongkolan ter{d&r rigging)
adalah:

“The way that conspiring competitors effectivelyises prices where
purchasers-often federal, state, or local governis@tquired goods or services
by soliciting competing bids”.

Berdasarkan definisi diatas dapat kita ketahuiwaalpersekongkolan
tender terjadi ketika para pesaing bersekongkalkuntenaikkan harga agar salah
satu pesaing yang disepakati dapat memenangkaerteBdlain definisi yang
telah disebutkan sebelumnya, pengertian persekdmgkender atau disebut juga
dengan istilaicollusive tenderingataubid rigging terdapat juga dalar@lossary
of Competitionyang diterbitkan Partnership for Business Comipetitndonesia
tahun 2002

“Bid rigging is a particular form of collusive prarfixing behavior by
which firms coordinate their bids on procurementpooject contracts. There are

two common forms of bid rigging. In the first, fgragree to submit common bids,

% Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, 1968.

* http://www.kppu.go.id/id/ diakses tanggal28 Maret 2011
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thus eliminating price competition. In the secofians agree on which firm will
be the lowest bidder and rotate in such a way #aath firm wins an agreed upon
number or value of contracts. Since most contragien to bidding involve
governments, it is they who are must often theetanf bid rigging. Bid rigging is
one of the most widely prosecuted forms of coltu$io

Arie Siswanto juga menyatakan bahwa persekongkodaler berarti
persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tendsuku mengatur dan
menentukan siapa yang menjadi pemenang tender.i Naiaktani menyatakan
persekongkolan tender terjadi apabila para penaken menentukan perusahaan
yang harus mendapat order dengan harga kontrak gagarkar’® UU No.
5/1999 memberikan pengertian terhadap beberapar wieu persekongkolan
tender yang menjadi ‘pisau analisis’ bagi KPPU mhataenentukan apakah suatu
perbuatan termasuk dalam kategori melanggar pasatadl tidak. Dibutuhkan
sebuah indikator untuk menilai sebuah tindakan pekan sebuah kegiatan
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender,ake@epa adanya indikator
yang dapat dijadikan ‘pisau analisis’ maka KPPU nakieesulitan untuk
menentukan adanya persekongkolan tender. Mengatau anenentukan
pemenang tender adalah suatu perbuatan para pémak tgrlibat dalam proses
tender secara bersekongkol yang bertujuan untukyimghkirkan pelaku usaha
lain sebagai pesaingnya, dan/atau unuk memenang&serta tender tertentu
dengan berbagai cara.

Dalam pengertian tender tersebut yang termasu&ndabang lingkup
tender antara lain:

1) Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk membogdag

melaksanakan suatu pekerjaan.
2) Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadadang-

barang dan atau jasa.

® Alison Jones and Brenda Sufrin,EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, (New
York : Oxford University Press, 2001), hal: 648.

% Yakub Adi Krisanto, “Analisis pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan karakteristik putusan
KPPU tentang persekongkolan tender,” Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24 no.2 2005) : hal. 44-46.

UniversitasIndonesia
Analisis penerapan ..., Rian Alvin, FH Ul, 2011



35

3) Tawaran mengajukan harga (tertinggi) untuk mensediu barang
dan atau jasa.
4) Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menjuzli arang

dan atau jasa.

Secara umum didalam pengertian tender terdapatdigninologi berbeda
yang menjelaskan cakupan dasar dari tender ituirgegditu pemborongan,
pengadaan dan penyediaan. Ketiga jenis kegiat@ehier merupakan inti dari
adanya tender kepada publik, yang berarti bahwikeeteorang pelaku usaha
memenangkan suatu proses tender berarti seoraagupekaha tersebut akan
melakukan pemborongan, pengadaan dan penyediaamai@ng dan jasa yang
dikehendaki oleh pemilik pekerjaan (tender) kecudiientukan lain dalam
perjanjian antara pemenang tender dengan pemitiérjzan®’

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender iriergtas pemilik
pekerjaan/proyek yang melakukan proses tender @déaky usaha yang ingin
melaksanakan proyek yang ditenderkan (pesertarericdander yang mempunyai
nilai persaingan sehat adalah tender yang bertupnemperoleh pemenang tender
dalam iklim kompetisi yang sehat antar pesertaderdng terdiri dari dua atau
lebih pelaku usaha peserta tender. Para pesentgigdibat dalam sebuah tender
akan bersaing dalam mengajukan harga suatu proyed glitawarkan sehingga
nantinya pemilik pekerjaan akan mempunyai opsihani untuk menentukan
peserta tender mana yang mempunyai kecocokan ddayakan untuk
memenangi tender tersebut. Mengenai jumlah pesarteer, adalah sesuatu yang
positif bagi iklim persaingan usaha sehat apal@lsepa yang ikut berjumlah dua
atau lebih, hal ini terkait apabila peserta tertmrya satu, maka pilihan pemilik
pekerjaan menjadi lebih terbatas dan menjurus kegemtsaingan usaha tidak
sehat.

Berdasarkan pengaturan mengenai persekongkolderteialam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat kita bagi menjatiebapa unsur-unsur

persekongkolan tender, yaitu:

 Ibid.
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1) Adanya dua atau lebih pelaku usaha. Dalam pasalit2gaskan bahwa
persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanyarglaku usaha, tetapi
juga pihak lain. Hal ini untuk mengantisipasi celadobkum bahwa
persekongkolan dapat terjadi antar pelaku usahgdkasi) tetapi juga
pelaku usaha dengan individu.

2) Adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolarandatender.
Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kegiaensdikongkol yang
dilakukan secara tidak jujur melawan hukum dan petsaingan sehat.

3) Adanya tujuan untuk menguasai pasar. Dalam pasaab®ai dengan
pasal 21 UU 5 tahun 1999 memberikan batasan pamyaing mengarah
pada penguasaan pasar, sehingga persekongkolar teaards memenuhi
unsur penguasaan pasar. Persekongkolan tenderdylakgkan haruslah
terbukti menjurus kepada kegiatan penguasaan padatuk itu
persekongkolan tender harus dibuktikan adanya asdligenguasaan pasar
dengan melihat perbuatan yang dilakukan termastdandauang lingkup
kegiatan unuk menguasai pasar.

4) Adanya usaha untuk mengatur atau menentukan peigpeéeader. Para
pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender sladruterbukti
melakukan kegiatan kerjasama yang sifatnya melamakum untuk
mengatur dan atau menentukan pihak mana yang aksmenangkan
tender. Jadi dapat dikatakan bahwa melalui perggdadan tender, dapat
dicapai dua hasil sekaligus yaitu untuk menentyd&menang tender serta
melakukan penguasaan pasar. Hal ini mempunyaiKeten satu sama
lain yang secara eksplisit merupakan sebuah timdalkdi persaingan
sehat.

5) Mengakibatkan persiangan usaha tidak sehat. Dalasalpl ayat 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahemsamgan
usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaka aglam menjalankan

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang asauygng dilakukan
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dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atawhsnbat persaingan

usahe’®

Unsur-unsur tersebut diatas merupakan penjababaim llenjut dari pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

[1.5.2. Peraturan komisi Nomor 2 tahun 2010 mengenai Pedoman
tentang tender

KPPU sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasalr@6 fhuUU No.
5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pegsai Usaha Tidak Sehat,
salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman dapuditikasi yang berkaitan
dengan UU. Mengenai kedudukan Peraturan komisik@®er dalam struktur
peraturan perundang-undangan di Indonesia, rujutamanya adalah Undang-
undang nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukantuPeraPerundang-
undangan. Di dalam Pasal 7 UU No. 10/2004 yang atengentang jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perkom tdabutkan secara eksplisit
sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan. Akapi,teli dalam penjelasan
Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dinyatakan bahwés jperaturan perundang-
undangan lain selain dalam ketentuan UU No. 10/268k&h satunya adalah
peraturan yang dikeluarkan Komisi yang dibentukhdlsdang-undang atau oleh
Pemerintah atas perintah undang-undang. Dengank@denjelas secara formal
Perkom adalah termasuk jenis Peraturan Perundast@pgan. Hal mana juga
disampaikan oleh Maria Farida selaku salah seordagim di Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan bahwa keputusan Badagarfdeadalah salah satu
jenis peraturan perundang-undan§an.

Pada tanggal 6 Januari 2010 KPPU mengeluarkan lseBPaaaturan
Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2010 tentang PedorRasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Perg&htan Dalam Tender.
Dalam konsiderans Perkom Nomor 2 Tahun 2010 tetsdisebutkan bahwa

8 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Pedoman Pasal 22

Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No. 5/1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 7.

% Maria Farida, “llmu Perundang-undangan:Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”, Kanisius,
Jakarta:2004, hal. 34.
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untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-UnNantpr 5 Tahun 1999
tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dgven perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terRadgman Penerapan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap Persektamgkaalam Tender. Di
dalam diktum dicantumkan peraturan yang mendaahiinya Perkom tersebut
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangrigaa Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Neggmabkk Indonesia Tahun
1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Repultiknesia Nomor 3817),
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 T&@03 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahusa@pRresiden Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 80 Tahun 2003 Tenkadpman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keputusan PreRieleublik Indonesia
Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas P@aaitsaha; Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 208&sil Rapat Komisi
tanggal 8 September 2009.

Pada intinya Perkom Nomor 2 Tahun 2010 ini mengdentang
keberlakuan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nonf@h&n 1999 Tentang
Larangan Persengkongkolan Dalam Tender. Pada Rasgit (1) disebutkan
bahwa Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasséasan, dan contoh
pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomahun 1999. Hal ini
menjelaskan bahwa substansi Pedoman Pasal 22 Uhbhetzgng Nomor 5 Tahun
1999 adalah mengenai prinsip dasar serta batasamafdoh pelaksanaan dari
ketentuan yang terdapat dalam Pedoman tersebwt.faadl 2 ayat (2) disebutkan
mengenai keberlakuan Pedoman ini kepada Pelakwa i Pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pelaksanaan ketentuan PasalUl225/1999 serta
keberlakuannya terhadap KPPU sebagai lembaga yamgebang melaksanakan
tugasnya berkaitan dengan Pasal 35 dan Pasal 3@&nghtdéhdang Nomor 5
Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Bresidmor 75 Tahun 1999
Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mengewmang lingkup
keberlakuan dari Pedoman tentang Larangan Persegkidan Dalam Tender,
Perkom ini mengatur didalam pasal 3 ayat (2) baledoman tersebut

merupakan standar minimal bagi KPPU dalam melaksanaugasnya dan
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mengikat semua pihak. Hal ini menjelaskan bahwaofeth tersebut menjadi
acuan mendasar dan minimal bagi KPPU dalam mengmmgaitasikan semua
kewenangan dan menjalankan tugasnya sebagaimagaliananatkan oleh UU
No. 5/1999.

Berdasarkan hal yang telah dijabarkan sebelunmgia dapat ditegaskan
bahwa Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 yang ditaritkeh KPPU merupakan
hasil implementasi kewenangan yang dimiliki oleh FKP sebagaimana yang
diatur dalam UU No. 5/1999. Keberlakuan Pedomanmengikat bagi semua
pihak yang terkait dengan penegakan hukum persaiag@ha, khususnya perihal
penyelenggaraan tender. Oleh karena itu, mengiggisi penting Pedoman ini
dalam kejelasan pengaturan mengenai kegiatan perggdraan tender yang
sehat, maka perlu dijabarkan lebih lanjut perildssansi kaidah dan norma yang
diatur dalam Pedoman ini sehingga dapat dimengéeth para pihak terkait.
Sebagaimana yang disebutkan didalam Pedoman, bahmyas yang menjadi
tujuan akan lahirnya pedoman ini ialah memberikangertian yang jelas dan
tepat tentang larangan persekongkolan dalam teedbagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, memberikan dasar lpgman dan arah yang
jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 sehingga tidabeagssiran lain selain yang
diuraikan dalam Pedoman ini, serta digunakan aéehus pihak sebagai landasan
dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yairggtkan dan selanjutnya
untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yanguarmsecara wajar.

Hal yang menarik dari posisi KPPU terhadap PedoRasal 22 tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah Pedamabukan untuk
menjelaskan bagaimana KPPU melakukan pemeriksadamdanelakukan
penegakkan hukum atau memberikan saran dan kejjal@mun difokuskan
kepada pemberian pengertian yang jelas, cakupama $mtasan ketentuan
larangan persekongkolan dalam tender. Meskipun madoini memberikan
penjelasan ketentuan tentang persekongkolan dadgnger, namun demikian
dalam proses penegakkan hukum UU No. 5/1999, pagadatian putusan Komisi
dalam melakukan pemeriksaan atas praktek persektamgkialam tender yang
diduga melanggar UU No. 5/1999 tetap didahulukan tdak hanya terbatas

pada Pedoman ini.
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Pada akhirnya tetap akan menjadi sebuah pertanyagngenai
signifikansi keberadaan Pedoman ini sebagai bad&n pengaturan mengenai
penyelenggaraan tender yang sesuai dengan huksainpgan sehat, ketika posisi
Pedoman ini bagi KPPU hanyalah sebagai batasanmainKPPU untuk
melakukan analisa hukum serta lebih didahulukanpgndangan KPPU
dibanding Pedoman ini. Akan timbul kerancuan diakghn masyarakat pelaku
usaha ketika mereka sudah melaksanakan sebuahs presger yang sesuai
dengan Pedoman, di sisi lain KPPU tetap dapat menjeereka dengan dugaan
persekongkolan berdasarkan analisa dan pandangab k&g melampaui batas
minimal acuan dasar tadi, yaitu Pedoman. Mengeagennisi Pedoman Larangan
Persekongkolan Dalam Tender berdasarkan UU No98/irfH mencakup filosofi,
semangat dan arah dari ketentuan dalam mempromog&aaingan yang sehat.
Di dalam Pedoman ini juga diuraikan singkat tentkogdisi sebagai akibat dari
tidak adanya sistem yang mendukung ditegakkannyesiprpersaingan sehat,
khususnya tentang akibat dari praktek persaingahaugang tidak sehat dalam
tender.

11.5.3. Pendekatan Rule of reason dan Per seillegal

Pendekatanrule of reasondanper se illegaltelah lama diterapkan untuk
menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaismis melanggar Undang-
Undang Antimonopoli. Pendekatarule of reasonadalah pendekatan yang
digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaliak umembuat evaluasi
mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usahentertguna menentukan apakah
perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghaméitau mendukung
persaingan’’ Sebaliknya, pendekatager se illegalmenyatakan setiap perjanjian
atau kegiatan usaha tertentu illegal, tanpa pendiukébih lanjut atas dampak
yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan astsebuf® Kegiatan yang
dianggap sebagaier se illegalbiasanya meliputi penetapan harga secara kolusif

atas produk tertentu, serta pengatura harga penjkambali.

0 AM. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of reason dan Per Se lllegal Dalam

Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 5.

" 1bid.
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Kedua jenis metode pendekatan yang berbeda sesigndikan ini
diterapkan dalam perumusan pasal-pasal yang terdigp@amn Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monajawi Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Secara sederhana dapat dilihat daggomaan kata-kata “yang
dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”. Danganggunaan kata-kata
tersebut menyiratkan perlunya penelitian secar# l&mjut mengenai apakah
suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopahgy bersifat menghambat
persaingan. Hal ini merupakan tindak lanjut datemipkannya pendekatame of
reasondalam permusan pasal-pasal dalam Undang-UndangiNsifiahun 1999.
Di sisi lain, penerapan pendekatpar se illegaldigunakan dalam pasal-pasal
yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak rkali “... yang dapat
mengakibatkan ...*?

Dalam pembahasan kali ini, fokus utama penjelpsmdekatan yang akan
dijabarkan lebih lanjut adalah perihal metode p&atinrule of reasonHal ini
terkait dengan metode pendekatan tersebut adaleddengang digunakan dalam
merumuskan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahu® 88 g mengatur
tentang persekongkolan di dalam penyelenggaraaatkegender/lelang. Seperti
yang telah dikemukakan di awal, bahwa pendekatararagule of reason
mempunyai makna merupakan kegiatan evaluasi mengkitat perjanjian atau
kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakghnjeen atau kegiatan
tersebut bersifat menghambat atau mendukung pgesairMetode pendekatan
secararule of reasonpertama kali digunakan dalam perk&tandard Oil Co. of
N.J. vs. United Statesebagai interprestasi terhadhp Sherman Agbada tahun
19117 Interpretasi hakim yang bertugas dalam memutuskaper tersebut
menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pertimbangiimhyang utama dalam
menerapkan pendekatanle of reasonadalah maksimalisasi kesejahteraan atau

pemuasan kebutuhan konsumémdanya unsur pemuasan kebutuhan konsumen

7 Ibid., hal 6.
7 Standard Oil Co. of N.J. vs. United States, 221 U.S. 1, 31 S. Ct. 502,55 L. Ed. 619 (1911).

" Robert H. Bork, “The rule of reason and The Per Se Concept: Price Fixing and Market
Division,” The Yale Law Journal, vol. 75, January 1966, hal 375.
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merupakan pertimbangan utama dalam banyak perleang girumuskan melalui
pendekatamule of reasonyang mengharuskan dipertimbangkannya apakah suatu
perjanjian yang dijalin oleh para pihak mempunyaingak terhadap terwujudnya
efisiensi, dan kemudian dapat meningkatkan prodateu sebaliknya, akan
berdampak menghambat efisiensi dan pembatasan ksiogiing berujung pada
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara teoritis, penentuan pendekatale of reasondiawali dengan
menetapkan definisi pasar. Semua perhitungan, gi@nidan keputusan tentang
implikasi persaingan akibat sebuah tindakan tetgankepada kondisi pasar dan
bentuk pasar terkait.Pendekatanule of reasormempunyai parameter yang jelas
untuk menilai apakah suatu tindakan tersebut tergpkepada jenis persaingan
dikaitkan dengan implikasi yang diperkirakan akenadi di dalam pasar. Salah
satu contoh terkait berkaitan dengan korelasi konplisar dengan pendekatan
rule of reason adalah penyalahgunaan posisi dominan ketika pgsag
didefinisikan adalah kecil, dan perusahaan yangadzerdalam pengawasan
memiliki pangsa pasar yang lebih besar daripadarpgassebut, maka perusahaan
tersebut dianggap dominan. Dan bila hal ini begkadengan merger, maka pasar
terkait dapat meliputi perusahaan-perusahaan yaslgkokan merger, dimana
poin utama adalah untuk melihat apakah terdap#tastdhambatan atau kerugian
dalam persaingan.

Mengenai komponen sebuah pasar yang menjadi iodikaenilaian,
terdapat dua jenis komponen yaitu Pasar ProdukRémar Geografi€ Pasar
produk menguraikan mengenai barang atau jasa yaperjuwhl-belikan;
sedangkan pasar geografik menguraikan lokasi perdasau penjual produk.
Proses pendefinisian terhadap kedua komponen pasaemiliki kesamaan, dan
tugas penyelidik adalah meliputi semua produk pantigdan/atau sumber
penawaran produk yang sedang diselidiki. Tahapan dimaksud untuk
menentukan sampai dimana pembeli (konsumen) dapeadliib ke produk

pengganti atau tempat (sumber) penawaran lainnyah ®Rarena itu, dalam

> E. Thomas Sullivan, Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic
Implications, (New York: Matthew Bender & Co., 1994),hal., 85.

® AM. Tri Anggraini., Loc cit, hal. 10.
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menentukan pasar produk, terdapat tiga hal pokaig yzerlu dianalisis yakni
adanya kenaikan harga, adanya reaksi pembeli, desip pasar terkecil.
Kenaikan harga tersebut kecil akan tetapi signifikan mempu mempengaruhi
kondisi pasar. Kenaikan harga yang disinyalir tegaguh tadi harus dapat
membuat sebagian pembeli beralih ke produk pengdairdisi lain, prinsip pasar
terkecil dimaksudkan untuk mencegah terbentukngampgang bermacam-macam
dan luas, sehingga dapat menyulitkan deteksi seelayamarkan kegiatan atau
aktifitas anti persaingan tersebut. Dalam praktékrmdi lapangan, kadangkala
terdapat kesulitan untuk menentukan pengganti dekagalnya menentukan
produk pengganti dari pembungkus jenis cellophapakah dapat digantikan
dengan bahan pembungkus lainnya, seperti waxedr,pkgpe, aluminium foil,
saran wrap, dan sebagairya.

Di lain pihak, pasar geografik didefinisikan memupandangan pembeli
tentang ketersediaan produk pengganti yang diltaatdijual di berbagai lokasi.
Bila pembeli suatu produk di satu lokasi harus ldemantuk membeli produk
sejenis di lokasi lain, misalnya, sebagai reakeakean harga, maka kedua lokasi
tersebut dianggap berada di pasar geografik yanga.seéSebaliknya bila
keadaanya berbeda, maka kedua lokasi tersebutebdigoasar geografik yang
berbeda. Pasar geografik seringkali ditentukannddbatas-batas seperti biaya
angkutan, waktu angkutan, tarif, dan peraturan.ddgat pandangan yang
beranggapan bahwa jangkauan akan jauhnnya iklanmenentukan batas pasar
geografik. Penentuan akan definisi pasar tersebpatddijadikan alasan untuk
melakukan penilaian apakah perbuatan pelaku usahg giduga terkait dengan
kegiatan persekongkolan, yang sedang dalam tahaperpisaan berakibat
menghambat atau bahkan mematikan pesaing di pakartt

Salah satu contoh penerapan analisa kasus KPPddagsate of reason
adalah ketika menangani perkara tentang Cineplexié&tfgan putusan nomor:
05/KPPU-L/2002. Perkara ini melibatkan beberapdaper yang merupakan
Group 21, yaitu PT Camila Internusa Film (terlagpr PT Satrya Perkasa
Esthetika Film (terlapor Il), dan PT Nusantara Begea Raya (terlapor Ill). Pihak

77 United states vs E. I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S 377, 399-400 (1956).
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pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 nmtekga bahwa pada pokoknya
pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukamaktik monopoli dan
penyalah-gunaan posisi dominan di bidang distribfilsn-film dari major
companies yang diberikan oleh pihak MPA (distrilbutn-film Hollywood: 21
Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Bu#fista International Touch
Town, dan Columbia Tri Star

Di samping itu, mereka diduga melakukan penguasaham mayoritas
pada industri sejenis, sehingga secara berturut-tuianggap melanggar
ketentuan Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27 Undadgrg Nomor 5 Tahun 1999.
Pemeriksaan KPPU meliputi pasar produk, yakni ithssi film-film dari major
companies, dan pasar geografik yang meliputi St@digang tersebar di wilayah
Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota besanyaj seperti Surabaya,
Semarang, Bandung, Medan, Denpasar dan Makassail. dtai perkara ini,
KPPU memutuskan bahwa terlapor | dan terlapor #ndgap menghalangi
konsumen untuk memperoleh jasa penayangan filmateogra bersaing secara
sehat, atau membatasi pasar atau menghambat petaka bioskop lain yang
berpotensi menjadi pesaingnya. Hasil penyelidik&PK menyimpulkan,bahwa
mereka tidak melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahu#9,1Rarena meskipun
menguasai distribusi film impor MPA, tetapi pengaas itu kurang dari 50% dari
semua film impor pada tahun 2001 dan 2002. Alasaigysama juga digunakan
sebagai pembuktian bahwa para Terlapor tidak mgemgetentuan Pasal 25
tentang Posisi Dominaf.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa dalaakukah evaluasi
terhadap suatu perkara dengan menggunakan metbeleof reason terkait
dnegan kerugain kompetitif yang dirasakan olehlkpelzgsaha, penyelidik secara
khusus akan membuat dua jenis pemeriksaan secquisate yaitu pertama,
penyelidik akan memeriksa apakah suatu proses ipgasa dirugikan oleh
perjanjian tertentu. Kedua, penyelidik akan mensariksecara luas adanya

kerugian tersebut. Dalam melakukan evaluasi tentanggian kompetitif, adanya

’® putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2002 tentang Monopoli Bioskop oleh Group Studio
21.
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penyimpangan terhadap harga dan produkdi tingkasapegan yang umum
merupakan indikasi kuat atas dampak yang bersitaparsaingar?

Pengujian terhadap implikasi ekonomi yang mempengapasar serta
konsumen seperti yang telah dijabarkan sebelunsg@erti diakui oleh banyak
ahli merupakan salah satu kesulitan dari pembuldmmgan pendekatamle of
reason Hal ini terkait dengan kondisi hampir tidak mumgkya untuk dapat
menetapkan tingkat persaingan terlebih dulu setemaisah dari produk dan
harga. Ditambahkan pula dengan kondisi terdapatriaph transaksi bisnis yang
ketika dilakukan evaluasi berdasarkan hukum pegs@inusaha yang berlaku
ternyata pada saat itu kegiatannya belum berdarapakkompetitif, melainkan

beberapa waktu sesudahnya.

7 NCAA vs. Board of Regent of The Univ.of Oklahoma, 468 U.S. 85, 113 (1984)
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Bab IlI
Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahahor 26/KPPU-
L/2010 atas kasus dugaan persekongkolan tender dafelelang pekerjaan di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komeng Ulu
Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009

I11.1. Kasus Posisi

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatadirtedari 10 (sepuluh)
Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Keterta perangkat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten Hate membawahi
Pemerintah Kecamatan dan Desa/KelurdfiaBalah satunya adalah Kabupaten
Ogan Komering Ulu. Berdasarkan sejarah, sesuai aterigesepakatan yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan wgridlu Nomor 9 Tahun
1997 tanggal 20 Januari 1997, tahun 1878 ditetagadiagai tahun kelahiran
nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan upanatperundang-
undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentulgaerkeluarnya Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran aldgagian Sumatera
Selatan dan Peraturan Pemerintah Penganti UndatagzgnDarurat Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatertarseteenjadi Propinsi
didalam Negara Republik Indone&fa.

Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumateréat&3e Nomor
GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan Baddas wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Bgéu Sejalan dengan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang kiijgerdengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tepnRembentukan Daerah
Tingkat Il Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaxmgara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 7% Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjaderda otonom yang

8 http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=2 diakses pada 8
februari 2011.

8 http://www.okukab.go.id/sejarah.html diakses 8 Februari 2011.

8 hitp://www.okukab.go.id/gseografis.html diakses tanggal 8 Februari 2011.
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berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya s&hditewenangan

pemerintah Kabupaten Ogan Komeringan Ulu untuk ratmgdan mengurus
rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya kewgaramntuk menjalankan
kegiatan perekonomian sesuai dengan kebijaksanatemgat. Begitu pula
dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan UBima Marga Kabupaten
Ogan Komering Ulu yang melakukan lelang atas olgkngnya yaitu terdiri dari

9 (sembilan) paket pekerjaan yang dibiayai dengamaDAPBD Kabupaten Ogan
Komering Ulu tahun anggaran 2089.

Proses lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelgargy berasal dari
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan KogeJlu disinyalir
telah terjadi pelanggaran hukum didalamnya, secgesifik terkait dengan
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomoalui 1999 (UU No.
5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Regaa Usaha Tidak Sehat.
Tidak hanya pelaku usaha yang mengikuti proseadelgihak panitia juga diduga
telah melakukan persekongkolan guna memenangkayelprpekerjaan yang
diajukan dalam proses lelang tersebut.

Proyek pelelangan 9 paket pekerjaan yang diadaldm@nas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu dibialengan dana APBD
Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 200®angepekerjaan yang
dimaksud dalam kasus ini ialah tawaran untuk meorigppekerjaan yang terdiri
dari 9 paket pekerjaan pembangunan yang diadaldmnihas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi 8tera Selatan APBD
Tahun Anggaran 2008. Secara substansi, penggunaan kata lelang disini
sebenarnya tidak merujuk kepada pengertian lelabggaimana yang dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indondsiaor 40/PMK.07/2006

yang menjelaskan bahwa lelang adalah penjualam@ayang terbuka untuk

8 Ibid.

8 http://www.okukab.go.id/pubm.html diakses tanggal 8 Februari 2011.

% putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, tertanggal 15 November 2010 perihal perkara
dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Pekerjaan di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
APBD Tahun Anggaran 2009, hal 3.
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umum dengan penawaran harga secara tertulis dankiaen yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga teitiygng didahului dengan
pengumuman lelany. Perbedaan mendasar terletak pada kegiatan pengaoron
pekerjaan yang terdapat dalam pengertian lelanggadus ini sesuai dengan
pengertian Tender dalam Penjelasan Pasal 22 U@%/Bukan penjualan barang
seperti yang dimaksud dipengertian lelang berdasarkeraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006.
Melihat kepada pengaturan demikian, maka proyeknfel 9 paket
pekerjaan ini tergolong kepada pengertian pengadbarang dan jasa
sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres 80 tahdB°2®@leh karena itu
segala sesuatu perihal prosedur pelaksanaan mardapembukaan pendaftaran
proyek tender hingga pengumuman hasil penilaiarselkeuhannya berada
dibawah pengawasan Komisi Persaingan Usaha yarggi ditandat dalam UU
No. 5/1999 untuk mengawasi jalannya praktek usglaa tetap berada di koridor
hukum yang benar, termasuk didalamnya perihal tende
9 paket pekerjaan yang dilelang oleh Dinas Pekerizaum Bina Marga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera SelaBPBD Tahun
Anggaran 2009 antara lain:
1. Paket I, Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Suand
Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 mdengarpagu anggaran sebesar
Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

2. Paket I, Peningkatan Jalan Lekis — Unit Il Lanjutan sistem ATB
6 km Kecamatan Baturaja Timur, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar
lima ratus juta rupiah).

3. Paket Ill, Pembangunan Jalan Kurup — Batu Kuning, Kecamatan
Lubuk Batang sepanjang 7,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp
13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).

86 Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
tentang petunjuk pelaksanaan lelang, Permen Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Pasal 1 butir 1.

& Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kepmen Keuangan No. 80 Tahun 2003, Pasal 1 butir 1.
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4. Paket IV, Pembangunan Jalan Lubuk Batang — SukaPinah dan
Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km,dengan pagu
anggaran sebesar Rp 3.080.000.000 (tigamilyar delguluh juta
rupiah).

5. Paket V, Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Bataja
Timur sepanjang 2 km, dengan pagu anggaran sebesar Rp
2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

6. Paket VI, Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — Simpang/nit XIV
sepanjang 3,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000
(dua milyar lima ratus juta rupiah).

7. Paket VII, Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan
Muara Jaya, sepanjang 50 m,dengan pagu anggaran sebesar Rp
9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).

8. Paket Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa — Kertamulya Kecmatan
Paninjauan, sepanjang 10 km,dengan pagwnggaran sebesar Rp
9.000.000.000 (sembilan milyaupiah).

9. Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal rum (arahaman
makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB4 km,
dengan pagu anggaran sebesarlRf50.000.000 ( satu milyar tujuh
ratus lima puluh juta rupiaffy.

Dalam data yang terdapat dalam putusan KPPU Nor@aia2un 2010,
diketahui bahwa pihak terlapor yang diduga melakuyt@langgaran atas UU No.
5/1999 adalah sebagai berikut; Terlapd?T, Surya Eka Lestari. Terlapor IIPT
Wahyu Wide. Terlapor Ill, PT Sentosa Raya Terlapor IV, PT Nusantara
Membangun. Terlapor V,PT Cinta Famili. Terlapor VI,PT Bintang Selatan
Agung. Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri . Terlapor VIII, PT Alam
Baru Persada

Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi. Terlapor X,PT Dwi Perkasa
Mandiri . Terlapor XI,PT Nugraha Adi Taruna. Terlapor Xll, PT Mahalini
Jaya Manggala Terlapor Xlll, PT Gemilang Permai Terlapor XIV, PT
Medika Jaya Utama Terlapor XV,PT Bunga Mulia Indah. Terlapor XVI,PT

8 Putusan KPPU "Nomor 26/KPPU-L/2010, op. cit., hal. 10.
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Gading Cempaka Graha Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri .

Terlapor XVIII,

PT Dua Sepakat Terlapor XIX, Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Konstruksi diDinas PU Bina Marga kab OKU ULU APBD T.A
2009yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepata®PPekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 646/B®TS/XI1/2009

tangal 18 Februari 2009 tentang Penunjukan paméagadaan barang/jasa

kegiatan dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu akimggaran 2009 yang

susunan kepanitiaannya sebagai berikut:

Kegiatan Bina Marga 1

a

No | Nama Jabatan Kegiatan (terkait dengan
objek perkara
1 | AK. Fajaruddin, ST, MT | Ketua Peningkatan Jalan Lekis — Unit
lanjutan system ATB 6 Km, kec
Bta Timur
2 Morsid, S.T. Sekretaris Peningkatan Jalan Dr Sutomo
ATB 2 Km
3 Robama, S.T. Anggota Jalan Lubuk Batang — Suka
Pindah dan Jalan Lingkar Desa
Balatung Sepanjang 1 Km
4 Muzaim Aliansah, S.T. Anggota Peningkatan jalan Kurup — Batu
Kuning (Lanjutan) system ATB
7,5 Km.
5 Amnal, BE. Anggota
6 Robinhod Anggota
7 Sunyoto Anggota
Tabel 1
Kegiatan Bina Marga 2
No | Nama Jabatan Kegiatan (terkait dengan
objek perkara
1 Ramaly SST, MT Ketua Pembangunan Jembatan Rangk
Baja Air Kiwai kec. Muara Jaya,
sepanjang 50 M
2 Rusman Effendi, ST Sekretaris Peningkatan Jalan Sp. Mandala|
Sp Unit X1V kec. Paninjauan —
Sinar Paninjauan
3 Nopriansyah, ST Anggota * Peningkatan Jalan Gunung
Meraksa — Kertamulya kec
Lubuk Batang sepanjang 17 K
4 Robinhood Anggota
5 | Jumairi, ST Anggota
6 Krisna Wahyudi, ST Anggota
7 Febriyanto Takas Anggota
Tabel 2

Kegiatan Bina Marga 3
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No | Nama Jabatan Kegiatan (terkait dengan
objek perkara
1 Nurka Apriliyanto, ST Ketua Pembangunan Jembatan Rangka

Baja Desa Sundan, Kecamatan
Lengkiti panjang 70 M

2 Imron H.S., S.T. Sekretaris Peningkatan Jalan Tegal Arum
(arah taman makam pahlawan)
dan Jalan Desa Lubuk Dingin
(LPB) sepanjang 4 Km

3 Herizon, S.T. Anggota

4 M. Zabidin, S.T., M.Si Anggota

5 Alham, S.E., M.Si Anggota

6 Herman Anggota

7 | Zarkasi Anggota
Tabel 3

Terlapor XX,PT Sekawan Maju Bersama’’

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerip@aa dugaan
pelanggaran UU No. 5/1999 pada Lelang PekerjadDimas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi 8tera Selatan APBD
Tahun Anggaran 2009 dari pihak yang merasa dirmgdengan proses dan hasil
pelelangan yang telah selesai dilakukan. Selamutn$ekretariat KPPU
melakukan penelitian dan klarifikasi atas laporarsébut dan setelah diperiksa
kemudian dinyatakan lengkap dan jelas. Berdasahesil laporan yang telah
lengkap dan jelas tadi, KPPU menerbitkan Penetap&iomor
78/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentargmeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 terhitung sejak tahd@aApril 2010 sampai
dengan 25 Mei 201% Selain itu di dalam menempuh proses pemeriksaan
pendahuluan, Tim Pemeriksa juga telah mendengarddedan dari para Terlapor.
Hasil dari pemeriksaan pendahuluan tersebut meikgisi@an bahwa ditemukan
adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggasasal22 UU No. 5 Tahun
1999. Untuk selanjutnya Tim Pemeriksa merekomekdasagar pemeriksaan
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut,UKRRRnerbitkan
Penetapan Nomor 103/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 26 M6il0 tentang

 Ibid., hal 4.

% Ipid., hal 3.
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Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2@tBitung sejak tanggal
26 Mei 2010 sampai dengan 19 Agustus 2818elanjutnya, Tim Pemeriksa
menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemamikd anjutan. Untuk itu
KPPU menerbitkan Keputusan Nomor 310/KPPU/KEP/20I0 tanggal 18
Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan thanjBerkara Nomor:
26/KPPU-L/2010 terhitung sejak 18 Agustus 2010 s@ngengan 6 Oktober
2010. Ditambahkan juga bahwa dalam proses Pemank3am Pemeriksa telah
mendengar keterangan para Terlapor dan para S&8eain itu dalam
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan LanjutanPdmeriksa juga telah
mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah suratatau dokumen, BAP serta
bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan.

Kronologis jalannya lelang yang dilaporkan kepadaPK oleh pihak

yang merasa dirugikan kurang lebih sebagai beriRata tanggal 23 Maret 2009
Lelang diumumkan secara terbuka melalui Pengumuielelangan Umum
Nomor 004/PANT.GAB/ APBD-OKU/2009 yang dimuat daladarian Media
Indonesia edisi Senin, 23 Maret 2009, Harian BidRalar Palembang edisi
Senin, 23 Maret 2009, dan ditempel pada papan pemgan di Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering &fluDalam pengumuman
tersebut Panitia menetapkan syarat pendaftararadata:

1. Penyedia jasa yang berminat mendaftar harus mekkanuSertifikat
badan wusaha (SBU) asli yang masih Dberlaku, Akta
Pendirian/Perubahan perusahaan dan tanda peng@miISIM)serta
menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy;

2. Penyedia jasa yang mendaftar dan diwakilkan wagmivawa surat
kuasa dari pimpinan/Direktur utama perusahaan keraiaRp 6000
dan yang dikuasakan namanya tercantum dalam Plerdatni
Perusahaan;

3. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan padat
pengambilan dokumen oleh orang yang secara hukumpongyai

kapasitas = menandatangani kontrak/pimpinan/wakil ekdimr

Y Ibid., hal 3.

%2 Ibid., hal 12.
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perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utgamg nama
penerima kuasa tercantum dalam Akte Pendirian/jpéar
perusahaan atau Kepala Cabang perusahaan yangkatiaolgh

kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otemtiki pejabat
yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang kerhewakili

perusahaan yang bekerjasatha.

Setelah proses pengumuman dilakukan oleh panitiande maka
dimulailah  periode Pendaftaran, Pengambilan Dokuméslang dan
Penandatanganan Pakta Integritas pada tanggala?dt Mingga 2 April 2009.
Selanjutnya setelah Pendaftaran, Pengambilan Dakunieslang dan
Penandatanganan Pakta Integritas, proses lelangpagdam pada tahapan
Penjelasan Pekerjaan yang dilaksanakan dari tard§gdlaret hingga 31 Maret
2009. Setelah periode Penjelasan Pekerjaan, tatsglanjutnya adalah proses
Pemasukan Dokumen Penawaran yang dilaksanakantmagigal 1 April 2009
hingga 2 April 2009.

Selanjutnya setelah melewati periode Pemasukan mekuPenawaran,
tahapan berikutnya adalah Pembukaan Dokumen Pemawang diadakan pada
tanggal 3 April 2009. Dengan berakhirnya periodemipgkaan dokumen
penawaran, tahapan selanjutnya ialah melakukanu&s@alPenawaran yang
diadakan pada tanggal 6 April 2009 hingga 8 Ap@02 Metode evaluasi yang
dilakukan adalah sistem gugur dengan sistem upgariaian meliputi:

1. Evaluasi pembukaan penawaran
2. Evaluasi administrasi
3. Evaluasi teknis
4. Evaluasi kewajaran harga penawafan
Setelah melewati tahapan penilaian kualifikasi, andikusulkanlah calon

pemenang lelang pekerjaan oleh Panitia Lelang fzadmal 14 April 2009, yaitu:

% Ibid., hal 12.

* Ibid., hal 19.
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T0m

Paket I - Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lenglkiti, sepanjang

Nama Perusahaan

Harga Tawaran

Harga Terkoreksi

Calon Pemenang I

PT Surya Prima Abadi

11.080.970.000

Calon Pemenang 1T

PT Dwwi Perkasa Mandin

11.991.991.000

Paket IT < Peningkatan jalan Lekis — Unit IT Lanjutan, system ATB 6 kin Kecamatan

EBaturaja Timur

Nama Perusahaan Harga Tawaran Harga Terkoreksi
Calon Pemenang [ FT Wahyu Wide 4 485 394 000 4 488.394.000
Calon Memenang [T I'T Musaatarz Mombangun 4.494 067000 4494 067 000
Calon Pemenang [IT | PT Sentosa Rava 4484 637000 4.4094.637.000

Palket ITT » Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan batu raja — Kecamatan
Lubuk Batang sepanjang 7.5 km

MNama Perusabaan

| Harga Tawaran |

Harga Terkoreksi

Calon Pemenang I

PT Senmsa Kaya

12.0974.405.000

12.974.485.000

Calen Pemenang 11

PT Bintang Selatan Aguag

12 980.752.000

12.980.782.000

Calon Pemenang IT1

PT Miahalini Jaya Manggala

1 2.986.666.000

12 986.656.000

Paket IV > Peningkatan jalan Lekis — Unit IT Lanjutan, systern ATE 6 km Kecamatan
Baturaja Timur

Nama Perusahaan Harga Tawaran Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I PT Wahyu Wide 3.071.000.000 3.071.000.000
Calon Pemenang IT PT Surva Eka Lestar: 3074575000 3.074.575 000
Calon Perenang TTT | PT Arga Makrmr Mandini 1072712000 3075712000
Paket ¥ = Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur, sepanjang 2 km

Nama Perusahaan

Harga Tawaran

Harga Terkoreksi

Calon Pemenang I

PT Surva Exa Lestan

1.991.431.0D0

1.991.431.000

Calon Pemenang 11

Pl Alam Bam Persada

1.994 644.000

1.994.644.000

Calon Pemenang 111

P Walr Wide

L.Y96.8//.000

1.994.8 /7,000

Paket VI < Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — Simpang Unit XTIV, sepanjaug 3.5 km

Nama Perusahaan Harga Tawaran Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I PT Cinra Famili = 2.20¢.009 000
Calon Pemenang 1T PT Alam Eam Perzaca - 2.298.128.000
Calon Pemenang IT | PT Walnyu Wide - 2.20C.0=9.000
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Paket V11 2> Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya,
sepanjang 30w

Nama Perusabaan

Harga Tawaran

Harga Terkoreksi

Calen Pemenang I

PT Bunga Mulia Ind:h

8.006.870.000

Calon Pemenang IT

PT Gading Cempzlka Graha

5.008.100.000

Paket VIII > Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa — Kertamulya Kecamatan Paninjauan,
sepanjang 10 km

Nama Perusahaan

Harga Tawaran

Harga Terkoreksi

Calon Pemenang I

PT Sentosa Raya

8.006.260.000

Calon Pemenang I1

PT Blutang Selatan Azung

8.006.000.000

Calon Pemenang IT1

PT Mahalini Jaya Manggala

8.008.100.000

Paleet IX = Pokerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arvum (arah traman malam pahlawan
Eemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPE 1 km

»ama Perusahaan Harga Tawaran Harga Terkorelsi
Calon Pemenang I PT Alam Dam Persada = 1.747.60C.000
Calon Pemenang 1T PT Wahyu Wide - 1748 260000
Calon Pemenang IIT | PT Suryva Eka Tesmari = 1.749.17C.000
Tabel 4

Berdasarkan data-data yang telah dijabarkan sebghnper periode
proses lelang, maka KPPU menemukan sejumlah faktait dengan paket-paket
pekerjaan yang telah dimenangkan oleh pihak-pibedebut. Fakta-fakta tersebut
dianggap oleh KPPU mengindikasikan bahwasannya telgadi penyimpangan
dalam pelaksanaan proses lelang ini. Fakta-faksalbet antara lain:

1.Paket

Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m (Paket f}

Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sunda

Dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Panitia paalePPembangunan
Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lesgigéanjang 70 m (Paket
[) tim pemeriksa menemukan fakta antara laAkgus Andreas” menandatangani
daftar hadir pendaftaran, pengambilan dokumen dglg@®ngambilan dokumen
kualifikasi dan menandatangani Pakta Integritas akéiv2 (dua) perusahaan
yaitu PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adiura. Selain itu “Hendry”
menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili Blirya Prima Abadi,
kemudian menandatangani daftar hadir pemasukan nigkupenawaran dan
pembukaan dokumen penawaran mewakili PT Sekawan Bljsama.

Berdasarkan susunan pengurus dan pemegang sahatahdikbahwa
“Agus Andreas” merupakan Direktur Utama dan pemggaaham PT Dwi

% Ibid., hal 22.
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Perkasa Mandiri serta Pimpinan Cabang PT Nugraharadina.Bahwa dalam
proses pemeriksaan, “Agus Andreas” menyatakan stidak menjabat sebagai
PimpinanCabang PT Nugraha Adi Taruna karena sejad tahun2009 sudah
diberhentikan secara sepihak
Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan @éokyaitu:
1) “Daftar biasa sewa peralatan per-jam kerja” anRifaSurya Prima
Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri
2) “Metode Pelaksanaan” antara PT Surya Prima Abadi & Dwi
Perkasa Mandiri yang sama
3) “Time Schedule” antara PT Surya Prima Abadi danNRigraha Adi
Tarund®
Terakhir,adanya kesamaan dokumen antara PT Surya Prima ,ABadi
Sekawan Maju Bersama, dan PT Dwi Perkasa mandiriy ypada form isian
Pasangan baja profil, pasangan batu kosong, pekigamgbahan jembatan,
pemasangan jembatan rangka baja, dan baja tuldhgan.
2. Paket Peningkatan Jalan Lekis — Unit Il Lanjutan, Kecamatan
Baturaja Timur, sistem ATB 6 Km (Paket I1) *®
Bambang Agus Zulkarnain (Direktur PT Wahyu Widegngaku bahwa
dalam proses lelang ini yang menyusun dokumen par@aAPT Wahyu Wide dan
PT Surya Lestari adalah H. Sofyan. Andri FitriarsyBirektur Utama PT Surya
Eka Lestari) menyatakan bahwa “Mulyadi” merupakamaga ahli PT Surya Eka
Lestari. Pada saat aanwijzing “Sudjarwo” menandgandaftar hadir mewakili
PT Nusantara Membangun. Dalam Dokumen Penawarast Pakingkatan Jalan
Lekis — Unit Il Lanjutan, Kecamatan Baturaja Timsistem ATB 6 Km (Paket II)

Tim Pemeriksa menemukan ada kesamaan personilgberars antara;
Tabel 5

% Ibid., hal 23.
7 Ibid.,

% Ibid., hal 24.
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PT Sentosa Raya PT Wahyu Wide PT Mucantara PT Surya Eka
Membangun Lestari
Mulyad: (wakil General Mulyad:
Superintendent) [Aszisten Teknik)
Sudjarwro Sudjarwo Sudjarwo
(Mazerizl Enginer) (Pimopinan Tekmk} | (Poopinan Tekmk)
H. Sofyan (Dirat) H. Sofyan
(Wk. Dorektur)
Sart Indriyati (Fomisaris) Sar Indryrati
(Komisans)

Susi Indriyam (Direktar)
Suratno (Swveyot)

Selain itu Tim Pemeriksa menemukan adanya kesardaknmen “Daftar
biaya sewa peralatan per-jam kerja” antara PT NasaMembangun, PT Surya
Eka Lestari, dan PT Wahyu Wid&.

3.Paket Pembangunan Jalan Kurup — Batu Kuning Kecaratan Batu

Raja — Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Pak 111) *%°

Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing Paket Pemiaaug Jalan Kurup
— Batu Kuning Kecamatan Batu Raja — Kecamatan Lubaang sepanjang 7,5
km (Paket IIl) diperoleh fakta bahwa “Suratno” medatangani daftar hadir
mewakili PT Mahalini Jaya ManggalBalam dokumen daftar hadir pembukaan
penawaran,“Suratno” menandatangani daftar hadirak#wPT Bintang Selatan
Agung. Tedi Suherman (Direktur Utama PT Mahalini Jaya Mgaig) mengaku
bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Mahalyai Manggala dalam
proses lelang ini adalah “Suratno” dan besafen yang diberikan oleh PT
Mahalini Jaya Manggala adalah sebesar Rp. 2 jWtefpBakta lainnya bahwa
Juliani (Direktur Utama PT Bintang Selatan Agung)engaku memiliki
perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidangaukanstruksi yaitu PT
Mahalini Jaya Manggal&elain itu,pada saat Pemeriksaan Lanjutan, Direktur PT
Bintang Selatan Agung mengaku bahwa dalam mendgdaing ini perusahaanya
dipinjam oleh H. Sofyan.

4.Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang — Suka Pindadan Jalan

Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket IVf*

Dalam dokumen daftar hadir pendaftaran Paket Peguipam Jalan Lubuk
Batang — Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa BeJadepanjang 1 km (Paket
IV) diperoleh fakta:

% Ibid., hal 24.
199 ypid., hal 25.

% ypid.
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a. “Sudjarwo” menandatangani daftar hadir mewakili Rlsantara
Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri;

b. “Isbaniah” menandatangani daftar hadir mewakili Paniah dan PT
Alfa Amin Utama

Dalam dokumen Pakta Integritas, Tim Pemeriksa mekamfakta:

a. ’"Sudjarwo” menandatangani Pakta Integritas mewdXIliNusantara
Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri

b. “Isbaniah” menandatangani Pakta Integritas mew&kiliBaniah dan
PT Alfa Amin Utama

Tabel 6
PT Musantara Membangun FT Surva Elca Lestari

Idwan Thamrm (Dorektur Uramal — | Jeffy Ocavismns (Eomissms) —

S0r%% 15%

Irham Thammn — 255 Irhamn Thamrr (Direkior Liama) —
15%

Frhoirumisvah (Direkimis) — 25% Ehoimmisyah (Trhivekiur IT) — 45%
Hanriza (Direktur I — 15%

Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing, penyampalan pembukaan
dokumen penawaran Tim Pemeriksa menemukan fakta djd&un”
menandatangani daftar hadir mewakili PT Arga MaknMandir dan PT
Nusantara Membangun. Terdapat kesamaan susunamikkae/susunan persero
antara PT Nusantara Membangun dan PT Surya EkarlLegaitu  Adanya
kesamaan dokumen yaitu;

a. “Daftar Harga Satuan dan Upah” antara PT Nusariabangun,

PT Surya Eka Lestari, PT Arga Makmur Mandiri, dah Wahyu
Wide
b. “Daftar biaya sewa peralatan per-jam”.
5.Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Bataja Timur
sepanjang 2 km (Paket \A%

Adanya kesamaan nomor telpon antara PT Surya Ektati dengan PT
Wahyu Wide. Adanya kesamaan susunan pengurus daegaeg saham antara
PT Wahyu Wide, PT Surya Eka Lesari, PT Alam Barts&#a. Adanya kesamaan

192 pid., hal 27.
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nomor telpon antara PT Arga Makmur Mandiri dan PTam Baru Persada.
Adanya kesamaan dokumen “Time Schedule pelaksapelegrjaan” antara PT
Wahyu Wide dengan PT Arga Makmur Mandiri, PT Sugka Lestari dengan PT
Alam Baru Persada. Dalam daftar hadir pembukaarurdek penawaran PT
Alam Baru Persada dan PT Arga Makmur Persada dived&h orang yang sama.

6.Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — Simpang nit XIV

sepanjang 3,5 km (Paket V[®

Dalam dokumen daftar hadir penyampaian dan penaouldokumen
penawaran Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandalampa®y Unit XIV
sepanjang 3,5 KM (Paket VI) “Median” menandatangtaitar hadir mewakili PT
Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Hgena. Terdapat
kesamaan daftar peralatan/perlengkapan antargpesesta lelang.

7.Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) 50 nKecamatan

Muara Jaya (Paket VI1)1%*

Dalam dokumen “Data Personalia” PT Alam Permai Martdrcantum
nama “Ely Yenny” dengan jabatan staff administraflalam dokumen “Data
Personalia” PT Dua Sepakat tercantum nama “Thantténigan jabatan Kepala
Proyek, “Ely Yenny” dengan jabatan Staf Administragdan “Siti Habibah”
dengan jabatan staf administraBialam dokumen “Data Personalia” PT Bunga
Mulia Indah tercantum nama “Thamrin” dengan jabakepala Proyek, “Ir.
Iriyanto” dengan jabatan Pelaksana Proyek, “Eli Mgéndengan jabatan staf
administrasi, dan “Siti Habibah” dengan jabatanf stdministrasi. Effendy
(Direktur Utama PT Dua Sepakat) dalam Pemeriksaam&huluan menyatakan
bahwa Ir. Iriyanto, Eli Yenny, dan Siti Habibah mpakan staf perusahaan PT
Dua SepakatSaiful (Direktur Utama PT Bunga Mulia Indah) dal&@emeriksaan
Pendahuluan menyatakan bahyegng menyusun dokumen penawaran PT Bunga
Mulia Indah adalah staf perusahaan yaitu Iriyaném dalah satu staf yang
mengikuti proses tender adalah Eli Yenny sertai m&kerjaan tertinggi yang
pernah dikerjakan oleh PT Bunga Mulia Indah adatekitar Rp 3 Milyar

% pid.

9% 1pid.
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(sebagaimana dokumen kontrak yang dicantumkan daldwkumen
penawaranj’®

Dalam dokumen penawaran peserta lelang Paket Peuoneam Jembatan
Air Kiwai (Baja) 50 km Kecamatan Muara Jaya (Pakéf), Tim Pemeriksa
menemukan fakta bahwa “Irianto” merupakan WakikbRs&na Proyek PT Bunga
Mulia Indah. Dalam dokumen “Data Pengalaman Peam@ahPT Bunga Mulia
Indah mencantumkan pengalaman pekerjaan Pembangemdiatan kepayang
dan jalan penghubung panjang 120 m dengan nilgegr&p 14 Milyar. Terdapat
kesamaan dokumen yaitu:

a. “Time Schedule” antara PT Alam Permai Indah Mand®T Gading
Cempaka, dan PT Dua Sepakat
“Analisa EI-731 (Baja Tulangan Polos)
“Analisa EI-734 (baja tulangan Ulir)
“Analisa LI-79 (pasangan batu manual)

“Daftar harga dasar satuan upah”

a L oy

“Daftar harga dasar satuan bahan” hampir selurutsayaa, hanya
ada beberapa item yang berbeda 100 rupiah.
8.Paket Pekerjaan Jalan Gn Meraksa — Kertamulya Keamatan
Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VI11)%°
Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing “Suratno’dartangan mewakili
PT Mahalini Jaya Manggala.
9.Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (afa taman
makam pahlawan Kemarung) dan jalan Lubuk Dingin LPB 4 km
(Paket 1X)*°7
Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing “Sudjarwo’nda tangan
mewakili PT Nusantara Membangun. Pada PemeriksaadaPuluan, H. Sofyan
(Direktur PT Sentosa Raya) mengaku bahwa PT SukgallEestari, PT Wahyu
Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Rayapalean perusahaan

1% pig.
1% 1pid., hal. 29.

97 1pid.
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keluarga, dan H. Sofyan merupakan pengawas daimeat perusahaan tersebut.
Apabila PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PTm\Baru Persada, dan PT
Sentosa Raya akan mengikuti lelang atau mengajpkamawaran maka harga
penawaran yang akan diajukan harus mendapatkagtyjeien dari H. Sofyan

10. Tentang Panitia®®

Panitia dalam Pengumuman Lelang jelas mencantuméesyaratan yang
harus dipenuhi oleh peserta lelang antara laiRendndatanganan Pakta
Integritas dilakukan oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani  kontrak/pimpinan/wakil direktur perusahaan atau penerima
kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasa tercantum dalam Akte
Pendirian/perubahan perusahaan atau Kepala Cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat
yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan
yang bekerjasama”. Namun dalam dokumen laporan hasil evaluasi, Tim
Pemeriksanenemukan fakta bahwa hampir di semua paket garmandatangani
Pakta Integritas adalah staff perusahdmikan ada satu nama menandatangani
Pakta Integritasmewakili 2 (dua) perusahaan, vyaitiPaket | “Agus A”
menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dwik&sa Mandiri dan PT
Nugraha Adi TarunaPaket Il “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas
mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama.

Paket Il “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritasvakili PT
Baniah dan PT Alfa Amin UtamaPaket IV “Mulyadi (Ka. Pelaksana)
menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Suia [Eestari, “Sudjarwo (Ka.
Teknik)” menandatangani Pakta Integritas mewakiliNusantara Membangun &
PT Arga Makmur Mandiri, “Isbaniah, S.H” menandajani Pakta Integritas
mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin UtamaPaket V “Isbaniah, S.H.”
menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Badei PT Alfa Amin Utama.
Paket VII “Thamrin (adm proyek)” menandatangani Pakta Intagrmewakili
PT Bunga Mulia Indah, “Gunawan (adm proyek)” meraadgani Pakta
Integritas mewakili PT Gading Cempaka Graha, “Eleny (staf adm)”
menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dualssp “Iriyanto (staf adm)”

1% 1pid., hal. 30.
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menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Alammelndah MandiriPaket
IX “Mulyadi (Pelaksana)” menandatangani Pakta Intagrmewakili PT Surya
Eka Lestari.

Tentang Harga Penawaran Peserta LelangTabel 7)

Harga % thd
Peruzahasn Perawaran HPS EPS
Paket I PT Surva Prima Abadi 11,989,570,000 | 12 000,000,000 90,92
PT Dwi Parkasa Mandiri 11,991,591,000 | 12 000,000,000 99.93
PT Selawan Maju
Bemana 11,997 240000 | 12 000,000,000 99.97
PT Nugraba Adi Tanma 10,198, 739,000 | 12000,000,000 8499
Paket Il BT Waryn Wide 4.488,354.C00 4. 500,000,002 99.74
PT Nuzantara Membamgm 4 494 067 000 4 500,000,000 99 87
PT Sexntosa Raya 4 494 37000 4 500,000,007 99.88
PT Suryz Eka Lestan: 4,489 068,000 4. 500,000,002 99.76
Paket I'I PT Sentosa Raya 12,974.495000 | 13,000,000 000 99.80
PT Bintanz Selatan Azung 12.980,782.000 | 132.000,000,000 99.85
PT Mazhalm Jaya
Manggala 12,986,666,000 | 13,000,000,000 %9.90
PT Cinia Famil: 12,981,103 000 13, 000,000,000 59.93
Paket IV | FL Walyn Wide 3071 G0000 |3 080000 0oy el
BT Suwya Cha Leslaul 3074,575,000 | 3,080.000,000 982

PT Arza Makwon Mandin | 307512000 ] 1080 000 (00 0w ae
PT Musantara Membanzun | 3,074,000,000 | 3,080,000,000 08l

Palet V. | PT Surya Ekz Lestan 1581431000 | 2000000000 £9.57
PT ALy Daru Pasada 1584, 644.000 | 2.000.000.000 £.73
T Wakyn Wida 1S8R RTT 000 | Y000 00N fod el
PT Auga Makoow Mandin | 1598 702,800 | 2.000.000,000 1093

Palet V1 | PT Cinta Famil 2496599000 | 2.300.000.000 il
PT Gumilanz Permai 14098 128,000 | 2.300.000.000 19.93
FT 1Medika Jayz Utama 2,409,049.000 | 2,300,000,000 §9.9¢

Paket VII | FT Bunga MuliaIndsh 8,996, 870.000 | 9.000.000.000 4057
FI Gading Cempaka

Graha §,968,100,000 | 2.000,000,000 #9.9¢
PT Alam Permai Indah §,988,850,000 | 2.000,000,000 9.5¢
PT D Sepakat 8,94%,300,00 2,000,000,00 49,90
Paket VIII | PT Sentosa Rava 5,993, 260,000 | 9,000.000.000 40.96

PT Bintanz Selamn Azung | 8953959000 | 2000000000 §8.597
PT Mahalm Jayz

Manzzla 5,953 109.000 | 9.000,000.000 §9.93
PT Cinta Famili 8,553,800,000 | 9.000,000,000 §9.96
Paket I I'T Alawe Bam Parsada 1,747,600,000 1,750,000,000 4086
FT Wazyu Wide 1,743 260,000 | 1.730,000,000 5950
FT Swrva Elba Lestan 1,743.170.000 | 1.730,000,000 §9.93

FT Wuzantara Membangun | 1743070000 | 1.730,000,000 4094
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Tabel di atas menunjukkan bahwa harga penawararubgbeserta tender dalam
seluruh paket mendekati HPS yaitu berada di kisagém.

[11.2. Kajian Yuridis atas Fakta dan Temuan KPPU

[11.2.1. Analisis Paket Pembangunan Jembatan Rangk&aja desa
Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70M (Paket 1§°

Kajian yang dapat dilakukan atas fakta dan ten@RRU dalam Paket |
ini ialah bahwa didalam pedoman KPPU tentang @z3alinyatakan bahwa salah
satu indikasi persekongkolan pada saat prakuadifigarusahaan atau pra lelang
adalah pemegang saham yang sama diantara pesaitgaiitia atau pemberi
pekerjaan maupun pihak lain yang menyebabkan tagjad benturan
kepentingart’® Di dalam analisis KPPU di Paket |, KPPU hanya mauiean
status Agus Andreas yang pada saat proses lelangaé di dua perusahaan
sekaligus, yang mana berdasarkan jabatan tersdbllaih dapat dipastikan Agus
Andreas memiliki saham di kedua perusahaan tersBbstsi Agus Andreas yang
memiliki jabatan di dua perusahaan sekaligus hahuslapat dipastikan oleh
KPPU memiliki korelasi atas perwujudan jalannya ysenggaraan tender yang
menjunjung tinggi azaz persaingan sehat. Koretasebut terkait dengan fungsi,
tugas dan kewenangan jabatan yang diemban AgusaAsidialam masing-masing
perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya séduddr yang sehakKPPU
pun dalam hal ini tidak menemukan fakta bahwasarteydapat kepemilikan
silang diantara para peserta tender yang mempdrigaeusaingan sehat dalam
penyelenggaraan tender.

Mengenai penandatanganan daftar hadir pendaftiarPakta Integritas
mewakili 2 perusahaan, kegiatan tersebut tidaklelbarm langsung dapat
diasumsikan sebagai sebuh perbuatan yang melawamhdan mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggdesmaier. Dalam periode
pengumuman tender, panitia telah menetapkan balemanpatanganan daftar

hadir pendaftaran dan Pakta Integritas haruslakukian oleh orang yang secara

% Ibid. hal. 32.

10 komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan komisi tentang pedoman Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Perkom
Nomor 2 Tahun 2010.
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hukum mempunyai kapasitas mewakili pelaku usaha ydibuktikan melalui
dokumen otentik. Terkait dengan penetapan pergyamdmikian, maka seluruh
pelaku usaha mempunyai kedudukan yang sama untukatuki peraturan
tersebut. Akan tetapi, ketika pihak panitia selglenyelenggara tender tidak
menegakkan aturan tersebut terhadap semua pes@iltx tanpa pengistemewaan
kepada salah satu pihak, maka hal tersebut tidaftsggat digolongkan pada
persekongkolan diantara panitia dengan salah sdaligppusaha. Melainkan hal ini
merupakan bentuk kelalaian panitia dalam menyeleradg@n tender sesuai
dengan persyaratan yang telah ditetapkan di avedd olereka sendiri. Putusan
KPPU No0.07/KPPU-L/2003, dalam kasus dugaan pelaagg#asal 22 UU
N0.5/1999 di pengadaan barang dan jasa SIMDUK daN I[SIMDUK di Kantor
Catatan Sipil dan Kependudukan Pemkot Semarand dapdikan perbandingan.
Dalam salah satu poin pertimbangannya menyebutlkdowd ketika terdapat
Panitia yang melakukan kelalaian dalam menyelerggar sebuah tender, dalam
hal ini kelalaian tersebut berbentuk tidak menjkéam peraturan yang telah
ditetapkan sebelumnya, maka yang bersalah dalamirmabdalah Panitia
penyelenggara tender yang menyebabkan terjadimgaipgan usaha tidak sehat,
tanpa adanya kerjasama atau koordinasi langsungadepara peserta tender.
Dalam putusan KPPU No0.07/KPPU-L/2003 tersebut, KRR&hyatakan para
pihak tidak terlibat dalam dugaan kegiatan persgkolan dan menyarankan agar
Panitia tender dijatuhi sanksi administratif olein&» Pemerintah terkait.

Perumusan pasal 22 UU No. 5/1999 dilakukan seu#esof reason, hal
ini  berarti bahwa setiap tindakan yang diindikasikaerkait dengan
persekongkolan harus dapat dibuktikan terlebih Wahomengenai efeknya
terhadap persaingan usaha sehat dalam penyeleagdaraler tersebdt’ Dalam
kasus ini KPPU terkesan terburu-buru dalam mematuslahwa tindakan yang
dilakukan oleh pelaku usaha terkait merupakan ssddih indikasi akan kegiatan
persekongkolan.

Di dalam pedoman KPPU tentang tender, terkait pamadikasi

persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapaenpem tender/lelang,

HEAM. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of reason dan Per Se lllegal Dalam

Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 5.
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disebutkan bahwa adanya beberapa dokumen penateader/lelang yang mirip
merupakan salah satu indikasi terjadinya persekaagkdalam penyelenggaraan
tender'*? Berdasarkan poin ini maka dapat dinyatakan batasé analisis KPPU
terkait dengan kesamaan dokumen antara PT Sunyeaadi, PT Dwi Perkasa
Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna dan PT Sekawan MB@isama, merupakan
salah satu indikasi terjadinya persekongkolan. Akatapi karena pengaturan
mengenai persekongkolan ini diatur secal@ of reason maka haruslah KPPU
menemukan juga fakta perihal kerugian yang didapeh pelaku usaha lain
akibat adanya kesamaan dokumen'{fiDalam hal ini analisis KPPU tidak
menjelaskan lebih lanjut mengenai kerugian yanguid oleh pelaku usaha lain.
Kemiripan akan dokumen penawaran dalam sebuah lesmggmraan tender
merupakan hal yang umum terjadi, akan lebih meyakinketika KPPU dapat
mengidentifikasi seberapa jauh kemiripan dokumeset®it dan seberapa besar
kesamaan dokumen tersebut berpengaruh kepadangensaehat dalam tender.
Apabila tidak dapat ditemukan korelasi antara kgraim dokumen tersebut
dengan penyelenggraan tender yang sehat, makaefssbtit tidaklah dapat
dimasukkan oleh KPPU sebagai salah satu kegiatasekmngkolan.Dalam
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Su$/2Q@erkara dugaan
persekongkolan pelelangan umum pembangunan dan liparaan jalan di
kabupaten sanggau, Kalimantan Barat, dalam salahpsen pertimbangan MA
menyatakan bahwa adanya kesamaan/persesuaian g&agisian dokumen
kualifikasi dan penawaran dimungkinkan karena adasiandar pembuatan
dokumen yang telah sejalan dengan Keppres No. 8unT2003 tanggal 8
November 2003, sehingga ada kesamaan format masipdokumen kualifikasi
maupun dokumen penawaran yang sudah baku yangibetari panitia lelang.
Oleh karena itu, terkait dengan temuan tersebaklih secara otomatis KPPU
dapat menyatakan bahwasannya telah terjadi kerpadéantara para pelaku usaha

dalam kasus ini.

2 pytusan KPPU ‘Nomor 26/KPPU-L/2010, hal. 22.

B AM Tri Anggraini, hal 5.
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Di sisi lain, indikasi persekongkolan pada saal@asi dan penetapan
pemenang tender/lelang di dalam Pedoman KPPU mangasal 22 UU No.
5/1999 menyebutkan bahwa para peserta tender yaegasukkan harga
penawaran yang hampir sama termasuk sebagai safahinslikasi terjadinya
persekongkolan dalam sebuah ternidérTemuan dan kecocokan antara fakta
dengan Pedoman KPPU tentang pasal 22 UU No. 5/E2808lah harus didukung
dengan adanya bukti yang kuat bahwasannya kegtataebut terkait dengan
usaha untuk mengatur dan menentukan pemennag témdila tidak ada bukti
yang mendukung, merujuk pada Putusan Kasasi Malkafgung No. 109
K/Pdt.Sus/2009 kemiripan nilai penawaran masingingapeserta tender dari
HPS tanpa dukungan bukti akan kebenaran adanyaskemp diantara para
peserta telah melakukan komunikasi satu sama ha@nyalah merupakan suatu
kesimpulan belaka yang tidak dapat dijadikan ukdraimwa telah terjadi indikasi
persaingan semu untuk saling memenangkan salalpaledtitender tersebut.

Di lain pihak mengenai dugaan telah terjadinyss@eongkolan vertikal,
tindakan panitia yang membiarkan Agus Andreas danddy/ menandatangani
daftar hadir pendaftaran dan pakta integritas méwak perusahaan, serta
tindakan panitia yang mengabaikan adanya kesamalamn diantara peserta
lelang, menurut penulis merupakan sebuah kelalaag tidak direncanakan atau
disepakati sebelumnya dengan pelaku usaha yanganggagan. Hal ini
dikarenakan tidak adanya perlakuan istimewa yarggrikan KPPU kepada
pelaku usaha tertentu saja, melainkan akibat katalgang dilakukan oleh KPPU
tersebut semua pelaku usaha seharusnya dapat mehgaumtunganSelain itu
peraturan yang telah ditetapkan di awal penyeleragga proses lelang oleh
panitia, bahwasannya penandatanganan Pakta laedpatrusiah dilakukan oleh
orang yang mempunyai kapasitas secara hukum utiukernyata di abaikan
sendiri oleh panitid® Sebagaimana yang telah dirujuk sebelumnya dalam
Putusan KPPU No0.07/KPPU-L/2003, bahwasannya kelalpanitia tidak berarti
merupakan hasil koordinasi dengan salah satu pelstba dengan tujuan untuk

mengatur pemenang tender. Oleh karena itu, tidakipat dikatakan

Y% pid.

1> pytusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 12.
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bahwasannya telah terjadi persekongkolan vertikalainkan hanyalah kelalaian
serta inkonsistensi panitia dalam menegakkan atyearg dibuatnya sendiri.
Maka dari itu, seharusnya KPPU tidak secara larggsuenyimpulkan bahwa
telah terjadi persekongkolan vertikal.

Berdasarkan poin-poin analisis yang dijabarkarh dd¢*PU tadi, maka
dapat dinyatakan bahwa beberapa indikasi terjadipgesekongkolan dalam
pengadaan paket ini memang telah terpenuhi. Ak@pitelalam beberapa poin
analisis, KPPU cenderung tidak melakukan pembahasaara komprehensif
terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Hal ini temdar salah satunya dari
beberapa poin analisis KPPU tidak merujuk kepaddofan Pasal 22 yang
diterbitkan oleh KPPU sendiri, selain itu peneraganseprule of reason dalam
menganalisis temuan yang didapat oleh KPPU mamsalsdekurang. Analisis yang
dilakukan cenderung imparsial dan tidak menjeladkarm lanjut akan dampak

kerugian terhadap persaingan sehat dalam penyeleraygtender tersebut.

[11.2.2 Paket Peningkatan Jalan Lekis — Unit Il Lanjutan sistem ATB 6
km Kecamatan Baturaja Timur (Paket IlI), Paket Pembangunan
Jalan Lubuk Batang - Suka Pindah dan Jalan Lingkar
DesaBelatung sepanjang 1 Km (Paket |V), Paket Pergkatan
Jalan Dr. Sutono Kecamatan Baturaja Timur sepanjang2 km
(Paket V), dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Bal Arum
(arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lub¥ Dingin
LPB 4 Km (Paket IX)*®

Kajian yang dapat dilakukan atas metode analisi®WKRlalam paket
pekerjaan tersebut antara lain; Status H Sofyaagselpengawas dari PT Surya
Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada Ba Sentosa Raya
mengindikasikan bahwa H Sofyan mempunyai kesempgtarg luas untuk
melakukan intervensi terhadap proposal permohoeadet yang diajukan oleh
perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. BindBedoman KPPU tentang

Pasal 22 perihal Indikasi persekongkolan pada paayerahan dan pembukaan

18 1pid., hal 35.
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dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, tidalgathkan bahwasannya
status seseorang yang bekerja di beberapa perusalang mengikuti suatu
proses tender yang sama dapat diindikasikan medakukpraktek
persekongkolan:’ KPPU dalam hal ini seharusnya juga menjelaskaihaer
sejauh mana keterlibatan H. Sofyan dalam kapas#asebagai pengawas di
perusahaan tadi ketika menyusun dokumen penawenaert dalam paket-paket
terkait. Asumsi KPPU bahwasannya H. Sofyan mempupgeanan sangat besar
untuk menentukan dan mengatur harga penawaran Esing-masing
perusahaan tersebut dalam mengikuti lelang hanyaédiatas dugaan, tanpa
didukung dengan bukti dan saksi yang mendukungaklata fakta terkait yang
dijelaskan oleh KPPU bahwa H. Sofyan memang terlibsauk mengatur dan
menentukan pemenang tender dalam masing-masingt il perusahaan
tempat ia bekerja.

Di lain pihak, perlu ditelaah lebih lanjut perihlabsamaan personil di
beberapa perusahaan tadi apakah mempunyai ruakyfirpekerjaan, tanggung
jawab dan kompetensi yang sama di masing-masingsaeaan. Selain itu,
seberapa besar pengaruhnya sehingga dapat diikdikasebagai salah satu
penyebab bahwasannya perusahaan tadi telah metapeksekongkolan. Dalam
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Su8/3@@g dapat dijadikan
perbandingan analisa KPPU dalam kasus ini mempgkhn bahwa MA
mensyaratkan adanya alat bukti yang kuat dan nejéak itu kesamaan personil
maupun kesamaan pengurus yang memiliki keterkaitmgan tindakan
pengaturan pemenang hasil tender. Dalam Putusan tdigebut, kesamaan
struktur kepemilikan saham dan kepengurusan diranpara peserta tender
dianggap oleh MA tidak dapat dijadikan alat bulkdng kuat bahwasannya telah
terjadi persekongkolan. MA menolak permohonan kagasg diajukan oleh
KPPU tersebut termasuk didalamnya poin pertimbangdas kesamaan
kepemilikan saham dan kepungurusan diantara pasedar tersebut.

Oleh karena itu, KPPU sebaiknya membuktikan baharegdn kesamaan
personil telah mengakibatkan terjadinya persekolagkoyang menyebabkan

terjadinya pengaturan pemenang tender dan persausggha tidak sehat. Hal ini

Y KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal 21.
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terkait dengan penggunaan konsege of reason dalam merumuskan pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pers&kéarg Bahwasannya
sebuah perbuatan kerjasama tidak dapat langsuatedirikan sebagai tindakan
persekongkolan, sebelum ditemukannya fakta yang umekkan kegiatan
tersebut telah menghambat persaingan usaha tilak'se

Terkait dengan peminjaman perusahaan lain untukngatar dan
menentukan pemenang tender, kegiatan jenis ini pakgen salah satu modus
dalam praktek persekongkolan tender. Berdasarkatisen KPPU bahwa staf
perusahaan H. Sofyan selalu ikut telibat dalamapgproses lelang yang diikuti
oleh PT. Nusantara Membangun dan PT. Arga Makmurdilamerupakan salah
satu fakta bahwa telah terjadi peminjaman perusela@@nya oleh H Sofyan guna
memenangi tender dalam paket terkait. Menurut p@nweberadaan staf
perusahaan yang sama diantara beberapa peserta teladk secara serta merta
telah terjadi peminjaman perusahaan. Terkait dendagaan ini, KPPU
seharusnya dapat menemukan fakta terkait dengaepddestan diantara para
pelaku usaha yang diduga telah melakukan peminjapesasahaan, sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Selain itlbbéadaan staf perusahaan yang
sama seharusnya juga dapat dijelaskan perihalfig@msinya dalam kegiatan
penyusunan dokumen tender, apakah mempengaruhtpanepemenang tender
dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha teledt sliantara para peserta
tender atau tidak terkait dengan hal demikian.

Didalam pedoman KPPU tentang pasal 22, salah satikasi
persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapanpemgtender/lelang adalah
para peserta tender/lelang memasukkan harga pesrawang hampir sant&d’
Kesamaan pengajuan harga oleh peserta tender tkaebdidalam Pedoman
KPPU tentang Pasal 22 sebagai salah satu indilkselongkolan, akan tetapi
pedoman tersebut tidak menyatakan bahwa pengaarga lgang mendekati HPS
panita penyelenggara termasuk kedalam indikasiegemgkolan?® Hal ini

8 Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :

GTZ, 2009), hal. 66.

1% KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal 24.

120 pytusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal. 19.
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tentunya telah menjadi pertimbangan sendiri keplaitia tender menetapkan
HPS sebagai estimasi harga sebuah pengerjaan .t@wtetapan jumlah tersebut
tentunya telah melalui tahapan penentuan kualitsl fpekerjaan yang ingin
didapat. Ketika para pelaku usaha mencoba menetagikadar pengerjaan dan
hasil pekerjaan yang nyaris sama, tentunya dengasekuensi jumlah harga
penawaran yang diajukan mendekati HPS dari patgtider, maka hal tersebut
bukanlah sesuatu yang terkait dengan persekongk®@iansan Kasasi Mahkamah
Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2009 yang menolak permohdiesasi dari KPPU
dalam salah satu poin pertimbangannya menyatakdmvebamasing-masing
peserta tender yang memiliki kemiripan serta perayjaharganya di atas 96% dari
nilai HPS tanpa didukung dengan bukti yang kuath okPPU, hanya akan
menjadi sebatas asumsi dari KPPU saja. Terbukéindlgdutusan kasasi tersebut
MA menolak permohonan kasasi yang diajukan olehl KPP

Terkait dengan tindakan panitia yang mengabail@agahpenawaran para
peserta lelang yang mendekati HPS, kesamaan pledsonkesamaan dokumen,
menurut penulis lebih menunjukkan kepada kelalgi@ntia dalam menegakkan
peraturan dalam penyelenggaraan lelang. AnalisBUKiZang menyatakan bahwa
tindakan pengabaian oleh panitia hanya menguntumig&berapa perusahaan saja
tidak sepenuhnya benar karena tidak ditemukan fgkiag menyatakan hal
demikian. Pengabaian oleh panitia lebih ke arahal&eln yang dapat
dimanfaatkan oleh semua peserta lelang tanpa rkeistaan terhadap salah satu
peserta tender saja. Di dalam pedoman pasal 22 géetuarkan oleh KPPU
dijelaskan bahwa indikasi persekongkolan vertilajadi ketika panitia tender
memberikan perlakuan istimewa kepada salah satulsberapa peserta tender
saja’*

Berdasarkan analisis KPPU dalam Paket ini, KPPtydlah menjelaskan
perihal indikasi awal terjadinya persekongkolarptamampu menjelaskan lebih
lanjut mengenai dampak dugaan persekongkolan yaegukan oleh KPPU
terhadap penguasaan pasar dan juga persaingan Bebatapa fakta juga dirasa

tidak mampu menunjukkan telah terjadi persekongkalatara para pihak. Selain

221 pid.
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itu, dalam melakukan analisis KPPU terkesan tid&knimedah setiap fakta yang
ada secaraule of reason sebagaimana perumusan yang ditetapkan didalanm pasa
22 UU No. 5/1999* Seharusnya KPPU dapat menyatakan bahwa telah
terjadinya persekongkolan diantara para pihak &etikemukan fakta bahwa
indikasi persekongkolan yang ditangkap oleh KPPUrseteut dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaktsddlam penyelenggaraan
tender Paket Peningkatan Jalan Lekis — Unit Il ugm sistem ATB 6 km
Kecamatan Baturaja Timur (Paket II).

[11.2.3. Paket Pembangunan Jalan Kurup — Batu Kunirg KecamatanBatu
Raja — Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Pak III)
dan Pekerjaan jalan Gn. Meraksa Kertamulya Kecamata
Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VIII}?®

Analisis perihal temuan KPPU ini ialah bahwa Supaberdasarkan fakta
yang didapatkan oleh KPPU mempunyai keterkaitaB perusahaan, yakni PT.
Sentosa Raya sebagai seorang surveyor, PT. Mallalya Manggala sebagai
penyusun dokumen penawaran dan menandatangani kdadtia aanwijzing, juga
di PT. Bintang Selatan Agung sebagai pihak yang akéiwpenandatangan
pembukaan dokumen penawaran. Berdasarkan anai$dJKdinyatakan bahwa
3 perusahaan yang telah disebutkan sebelumnyartedtkukan persekongkolan
horizontal terkait dengan status Suratno yang meygyperanan di 3 perusahaan
tadi. Akan tetapi melihat kepada masing-masing m@@raSuratno di tiap-tiap
perusahaan tadi, dapat dinyatakan bahwa Suratndlikigperanan yang cukup
signifikan hanyalah di PT Mabhalini Jaya Manggalangin bertindak sebagai
penyusun dokumen penawaran. Sedangkan perananasehageyor di PT
Sentosa Raya dan menandatangani daftar hadir peabwokumen penawaran
mewakili PT Bintang Selatan Agung tidaklah memiljgeéngaruh yang besar
terhadap pengaturan hasil akhir tender. Di dalandopan tender yang
dikeluarkan oleh KPPU, tidak dijelaskan mengenaakap kesamaan peran

seseorang didalam sebuah perusahaan yang mengi@sés tender/lelang dapat

22 Andi Fahmi Lubis ed. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ( Jakarta :

GTZ, 2009), hal. 66.

123 putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 38.
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dikategorikan sebagai indikasi telah terjadinya spkongkolan. Perbedaan
signifikansi peran Suratno di 3 perusahaan tadiktidijadikan pertimbangan
tersendiri oleh KPPU sebelum memutuskan untuk ntekga bahwa 3
perusahaan tadi bersekongkol. Merujuk pada Putdsaasi Mahkamah Agung
No. 109 K/Pdt.Sus/2009 yang dapat dijadikan perivgygash analisa KPPU dalam
kasus ini memperlihatkan bahwa MA mensyaratkan yalatat bukti yang kuat
dan relevan bahwasannya baik itu kesamaan persawnipun kesamaan pengurus
memiliki keterkaitan dengan tindakan pengaturangreang hasil tender.

Di lain pihak, pengakuan Direktur PT Bintang Safat bahwa
perusahaannya dipinjam oleh H. Sofyan sebagai geaas pendamping dalam
pelaksanaan tender telah dijadikan sebagai salah wlikasi terjadinya
persekongkolan oleh KPPU. Terkait dengan hal ialais harus menemukan
bukti yang jelas untuk mendukung pengakuan dasihsséorang pelaku usaha ini,
KPPU juga seyogyanya harus membuktikan bahwa deadanya perusahaan
pendamping sangat berpengaruh signifikan terhadgpatan persaingan usaha
yang sehat dalam penyelenggaraan tender terséqpakah melalui perusahaan
pendamping telah mengakibatkan adanya hambatak omiguk kedalam pasar
bagi pelaku usaha lain dan mempunyai pengaruh daiementukan hasil akhir
tender? Dalam Putusan MA No. 080K/PDT.SUS/2011, iénolak permohonan
kasasi yang diajukan olen KPPU yang mana dalanmh ssdéu poin analisanya
adalah temuan KPPU yang menyatakan bahwa paratgpd¢eader telah saling
mengenal sebelumnya. MA menolak poin analisis KRfUdikarenakan saling
kenal diantara para peserta tender tidak otometiait dengan persekongkolan
dan pengaturan. Dikaitkan dengan kasus ini, pesen@er yang kalah ataupun
memiliki kesamaan personil diantaranya tidak senerta dapat dikategorikan
melakukan persekongkolan, tanpa didukung dengat yaukg kuat.

Hal ini terkait dengan konsepule of reason yang digunakan dalam
pengaturan mengenai persekongkolan di UU No. 5/198&iin itu, KPPU sendiri
dalam hal ini belum menetapkan dengan jelas pebitehana sebuah perusahaan
dapat dikategorikan sebagai perusahaan pendampimg terindikasi melakukan
persekongkolan dalam sebuah tender. Apabila mengada temuan KPPU
dalam analisis paket ini yang hanya berupa pengeakuoaka hal tersebut bisa saja
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menjadi bumerang bagi KPPU dalam melakukan metoddistés yang jelas.
Sebaiknya selain memperoleh pengakuan, KPPU jugashaencari dan
mendapatkan bukti pendukung serta saksi yang meglkaea perihal adanya
perusahaan pendamping yang digunakan untuk menbasilr akhir pemenang
tender?*

Terkait dengan kedekatan harga yang ditawarkadalain pedoman
KPPU tentang tender tidak disebutkan perihal kedek&arga yang diajukan
dalam penawaran tender dengan HPS panitia pengelendender merupakan
termasuk kedalam indikasi persekongkolan dalameten8elain itu, kedekatan
harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha belum teméwnupakan bentuk
persekongkolan diantara mereka. KPPU dalam melakakalisis seharusnya
dapat menjelaskan hubungan antara kedekatan hangedjtawarkan oleh peserta
tender dengan HPS terkait dugaan persekongkolag gamjadi hasil analisis
KPPU. Salah satu perbandingan yang dapat digunadah Putusan Kasasi
Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2009 menolak pbonan kasasi dari
KPPU. Dalam salah satu poin pertimbangannya MA ragikan bahwa masing-
masing peserta tender yang memiliki kemiripan seetagajuan harganya di atas
96% dari nilai HPS tanpa didukung dengan bukti yaogt olenh KPPU, tidak
dapat dikategorikan sebagai aktifitas persekongkataelainkan hanya menjadi
sebatas asumsi dari KPPU saja

Melihat kepada analisis KPPU sebelumnya, sebenainglakan panitia
yang mengabaikan adanya kesamaan personil diapéaeapeserta lelang dan
memperbolehkan Suratno menandatangani daftar maelvakili 2 perusahaan
yang berbeda lebih kepada bentuk kelalaian padgéilam menyelenggarakan
tender. Tindakan kelalaian tersebut cenderung mekaime keuntungan kepada
semua pihak, tidak kepada beberapa pihak tertexjtu Berdasarkan Pedoman
mengenai tender yang dikeluarkan oleh KPPU, dikgatabahwa indikasi
persekongkolan oleh panitia terdapat ketika panmamberikan perlakuan

istimewa hanya kepada beberapa pelaku usaha peswtta saja* Dalam kasus

24 AM. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of reason dan Per Se lllegal Dalam

Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 7.

12> KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal. 24.
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ini, kelalaian panitia tidak spesifik kepada pedak istimewa terhadap peserta
tender tertentu saja, tetapi pelaku usaha lainnyga jakan mendapatkan
keuntungan serupa apabila melakukan tindakan yam@.s
[11.2.4. Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — $npang Unit XIV
sepanjang 3,5 km (Paket V%

Analisis yang dapat dilakukan atas metode anaiBiBU tersebut antara
lain bahwa didalam pedoman pasal 22 yang dikelmardieh KPPU tidak
disebutkan bahwasannya apabila terdapat kesamaé#ar daeralatan dan
kesamaan personil merupakan salah satu indikasah tekerjadinya
persekongkolaf?’ Hal ini terkait dengan perumusan konsepe of reason
sebagai metode pendekatan dalam merumuskan pasdlZ2No. 5/1999.
Berdasarkan metode tersebut, sebuah tindakan yashggad terkait dengan
persekongkolan tidaklah otomatis dapat dinyatalebagai sebuah pelanggaran
akan persaingan sehat. Melainkan harus dilihat dpkengaruh yang
ditimbulkannya dalam penyelenggaraan tender tets&bu

Dalam kasus ini, kesamaan daftar peralatan dasniaen personil tidak
serta merta dapat dinyatakan sebagai sebuah timgiekaekongkolan oleh KPPU.
Kesamaan daftar peralatan merupakan hal yang wiglam sebuah proses
pengerjaan pekerjaan pembangunan, sedangkan kesapewsonil juga
merupakan hal yang umum seandainya ahli dalam peagesebuah pekerjaan
proyek jumlahnya terbatas dan keahlian tersebuyahaiimiliki oleh kalangan
tertentu. Pada titik ini seharusnya KPPU dapat glaskan lebih lanjut mengenai
korelasi kesamaan daftar peralatan dan personildamgan dugaan tindakan
persekongkolan yang menyebabkan persaingan usalak tsehat dalam
penyelenggaraan tender paket ini. Selain itu, pekkdekatan harga penawaran

yang diajukan oleh pelaku usaha yang ternyata katae jumlahnya dengan HPS

126 pytusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 39.

27 KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal. 28.

128 AM. Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of reason dan Per Se lllegal Dalam

Hukum Persaingan”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 6.
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panita penyelenggara, di dalam pedoman mengenakgziaan tender yang
dikeluarkan oleh KPPU juga tidak dicantumkan hahkean.

Tindakan panitia yang mengabaikan adanya kesandaémmen dan
membiarkan 1 orang menandatangani daftar hadirgmepgian dan pembukaan
dokumen penawaran mewakili 3 perusahaan, menunutlipdebih menunjukkan
kepada kelalaian panitia dalam mengawal jalanngsg tender sesuai dengan
peraturan yang telah mereka terapkan sendiri. &elal panitia tadi menurut
penulis tidaklah menjurus kepada pemberian keumturigepada peserta tender
tertentu saja. Akan tetapi apabila pelaku usaha maélakukan tindakan yang
serupa, Panitia tender pun tidak akan menyadariDyalalam Pedoman tender
yang dikeluarkan oleh KPPU, indikasi telah terjgdinpersekongkolan dalam
sebuah penyelenggaraan tender salah satunya adatdda Panitia tender
memberikan perlakuan istimewa kepada 1 peserteetestdu beberapa peserta
tender*® Sedangkan dalam kasus ini dapat dilihat bahwasakehalaian panitia
tersebut lebih cenderung dapat memberikan keuntukg@ada semua pelaku
usaha yang mengikuti tender. Dalam putusan KPPOMEPPU-L/2003, KPPU
menyatakan bahwa ketika Panitia melakukan kelaldzéam menegakkan aturan
penyelenggaraan tender yang telah ditetapkan diawealka hal tersebut
merupakan mutlak kesalahan dari Panitia tender yalag dimaksudkan untuk
mengistimewakan salah satu peserta tender saja.

l11.2.5. Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Bajg Kecamatan
Muara Jaya sepanjang 50 m (Paket VIIj*°

Kesamaan dokumen diantara para peserta tenddr ida serta merta
dijadikan patokan bahwasannya telah terjadi persghaan dalam sebuah
penyelenggaraan tender. Akan tetapi perlu dilileliesapa besar nilai kesamaan
dokumen tersebut dan signifikansinya terhadap peyaa sehat di dalam tender
terkait. Selain itu, KPPU juga perlu untuk menj&aar perihal pengaruh
kesamaan dokumen tersebut terhadap penentuan petsha yang menjadi

pemenang tender. Dalam hal ini KPPU cenderung te+buru untuk menentukan

2% KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal 19.

B39 pytusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 40.
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bahwa kesamaan dokumen diantara para peserta teneempakan bentuk
persekongkolan tanpa menjelaskan perihal dampalg yditimbulkan oleh
kesamaan dokumen ini dan signifikansinya dalam nesg@ruhi hasil tender.

Selain itu, kesamaan personil diantara pesertaletersebagaimana
penjelasan dalam analisis paket sebelumnya, julgk thisa langsung dijadikan
alasan bahwasannya telah terjadi persekongkolamdsébuah penyelenggaraan
tender. Perlu dilihat perihal signifikansi peranrgomil yang mempunyai
kesamaan diantara para pelaku usaha tadi dalamikogregtiap tahapan proses
tender. Akan tetapi, dalam hal ini KPPU tidak mé&gkan lebih lanjut mengenai
pengaruh kesamaan personil diantara beberapa gpdender terhadap jalannya
proses tender. Melalui analisis ini terlihat bahWRBPU tidak menggunakan
konsep rule of reason secara komprehensif dikarenakan kegiatan yang
diindikasikan merupakan persekongkolan tidak daghiglaskan lebih lanjut
pengaruhnya terhadap persaingan sehat yang separusmla dalam
penyelenggaraan tender tersebut.

Di dalam Pedoman KPPU perihal pasal 22 tentangikasd
persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapaenpeg tender/lelang
disebutkan bahwa salah satu indikasi terjadinyasgt@ngkolan adalah ketika
para peserta tender/lelang memasukkan harga pesraw@ng hampir sarat Di
satu sisi KPPU telah benar dalam menerapkan amddehwasannya kedekatan
pengajuan harga penawaran oleh peserta tenderlaeggkepada indikasi
persekongkolan dalam tender. Akan tetapi, analmitidaklah lengkap sebelum
KPPU dapat menjelaskan mengenai dampak yang diikabwleh kedekatan
harga yang ditawarkan oleh peserta tender tadiadeyh kondisi pasar dan
penentuan akhir pemenang tender.

Hal ini terkait lagi dengan metodele of reason, yang mana kedekatan
harga penawaran yang diajukan tersebut belum tetetkait dengan
persekongkolan yang dilakukan oleh para pesertaetenKedekatan harga
penawaran diantara peserta tender mungkin sajaiteldngan situasi harga pasar
yang memang tidak jauh berbeda sehingga menyebadakarpelaku usaha tidak
dapat melakukan pembedaan yang signifikan diantarga penawaran yang

B KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal 28.
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masing-masing mereka ajukan. Perihal kesamaan dakudan kesamaan
personil, seperti yang telah dijelaskan dalam esmlgebelumnya, akan lebih
tepat ketika KPPU dapat menjabarkan lebih lanjutinpé seberapa besar
pengaruhnya terhadap persaingan sehat dalam peggal@an tender tersebut.
Serta apakah melalui kesamaan personil dan dokudemsebut terkait langsung
dengan kegiatan yang menentukan pemenang tendetJ IdBRlam hal ini terkesan
memutuskan secara terburu-buru tanpa menjelaskdrapsignifikansi kesamaan
yang dimiliki oleh beberapa peserta tender tadi. dalam Putusan Kasasi
Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2009 dan PutusBRWUK No.07/KPPU-
L/2003 sebagaimana telah dijabarkan sebelumnyayddiaik KPPU ataupun
MA dalam hal menentukan kesamaan personil, kesarhasga penawaran dan
kesamaan dokumen pernah menyatakan bahwa diperal&amukti yang kuat
dan fakta mengenai korelasi temuan tersebut depgi@aingan sehat dalam pasar
terkait, untuk selanjutnya perihal kesamaan dalagrbdgai hal tadi dapat
digolongkan pada jenis persekongkolan.

Mengenai analisis KPPU yang menyatakan bahwa iRartglah
memfasilitasi kerjasama diantara PT Bunga MuliaamdPT Gading Cempaka
Graha, PT Dua Sepakat dan PT Alam Permai Indah Mamdtuk mengatur dan
atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai peamgemelang, hanya
berdasarkan asumsi bahwa panitia telah mengabatdamya kesamaan dokumen
dan kesamaan personil diantara para peserta letemurut penulis tidaklah
sepenuhnya dapat diterima. Pengabaian oleh paeittang kesamaan dokumen
diantara para peserta lelang lebih kepada kelalgany dilakukan oleh panitia
dalam menegakkan aturan dan hal ini dapat memizeeaintungan kepada
banyak pihak, tidak menjurus hanya kepada pelakbaitertentu saja. Selain itu,
poin analisis KPPU mengenai tetap meluluskan PTgBudulia Indah sebagai
pemenang walaupun nilai pengalaman pekerjaan yemagtdmkan dalam daftar
pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan kontral yllampirkan dalam
dokumen penawaran, bukan berarti langsung menjkepada persekongkolan
yang dilakukan oleh Panitia penyelenggara dengarB&éfiga Mulia. Kelalaian

Panitia yang telah dimulai dari tahapan awal pesmgdaraan, apabila dilihat
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ketika tetap meluluskan PT Bunga Mulia Indah sebpgmenang, sesungguhnya
tindakan tersebut lebih kepada kelanjutan daril&iaa dari panitia itu sendiri.

Panitia di awal penyelenggaraan lelang telah nag@hkan aturan mengenai
persyaratan penetapan pemenang, akan tetapi lsetikpai di tahapan penentuan
pemenang panitia ternyata tidak mengikuti persgarayang telah mereka
terapkan sendiri sebelumnya. Kondisi ini akan thkiasi kuat menjurus kearah
persekongkolan ketika Panitia sedari awal penetppesyaratan pemenang sudah
langsung mengarahkan pemberian persyaratan tersefudi dengan kriteria atau
kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tertenada8gkan di kasus ini, PT
Bunga Mulia Indah menurut penulis hanya kebetulaj snenjadi pemenang
tender sebagai akibat kelalaian panitia tender y&idgk memperhatikan
persyaratan pemenang yang telah ditetapkan pa@balumnyd>? Seharusnya
KPPU dalam hal ini dapat mencermati kesalahan dddaniuk kelalaian yang
telah dilakukan oleh Panitia tender sedari awas@sdender dilaksanakan hingga
tahapan pengumuman pemenang tender. Analisis y&igican oleh KPPU atas
kasus ini dirasa masih kurang menjelaskan akanspaottKkPPU yang memutus
bersalah para pihak telah melakukan persekongkaader dalam pengadaan
paket ini.

[11.2.6 Kesimpulan Kajian Terhadap Metode AnalasisKPPU

KPPU pada akhirnya menetapkan bahwa berdasarkalisianterhadap
fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan paealapor serta dokumen-
dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim ®Reae Lanjutan
berkesimpulan terdapat bukti adanya pelanggaranRdaal 22 UU No. 5 Tahun
1999 pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lirgkubghas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu yartgagiai dengan Dana
APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggarar®200

Di sisi lain, berdasarkan kajian terhadap poimpanalisis KPPU yang
digunakan dalam putusan ini, maka dapat dinyatagahwa KPPU dalam
melakukan analisis masih banyak melakukan kekurangf&kurangan yang
dilakukan dalam menganalisis fakta dan temuan iteridengan tidak

digunakannya secara komprehensif Pedoman KPPU gbepérsekongkolan

32 pytusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 12.
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tender sebagai salah satu acuan minimal dalam oielakanalisis terhadap fakta
dan temuan yang ada. Serta tidak digunakannya ponge of reason secara
menyeluruh dalam melakukan analisis, sebagaimangatiekonsep perumusan
dari pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 itu sendiri.

Selaku yurisprudensi, Putusan KPPU No. 08/KPPWQ12 tentang
dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No0.5/1999 dalarkgaglaan tender oleh YPF
Maxus dapat dijadikan salah satu acuan dalam KPPldkukan analisis terhadap
kasus ini** Dalam putusan tersebut, analisis KPPU menyatalewé para
pihak dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukélakukan persekongkolan
dalam penyelenggaraan tender. Meskipun dalam prpseseriksaan perkara
putusan tersebut KPPU menemukan sebuah fakta adpestamuan yang
dilakukan oleh masing-masing peserta tender sebédilakukannya pengumpulan
dokumen penawaran oleh para peserta tender tadelaBemelalui proses
investigasi, KPPU menyatakan bahwa pertemuan yalaku#tan oleh para
peserta tender tadi bukanlah sebuah kegiatan gakattdengan persekongkolan.

Suatu tindakan yang terkait dengan sebuah pergk&tan haruslah
disertai dengan fakta bahwa tindakan tersebut maggpumplikasi yang nyata
terhadap jalannya persaingan usaha yang sehain $stéa yang jelas, analisis
KPPU dalam putusan tersebut juga menyatakan babtaakidak ditemukannya
sebuah bukti yang kuat bahwa sebuah tindakan tgrssgara nyata tergolong
persekongkolan, maka tidaklah dapat dinyatakanalsrspara pelaku usaha
tersebut. Selain Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004tusan KPPU
No0.07/KPPU-L/2003 tentang dugaan pelanggaran RPasblU No0.5/1999 dalam
pengadaan barang dan jasa SIMDUK dan NON SIMDUKatitor Catatan Sipil
dan Kependudukan Pemkot Semarang, juga dapat ldijadiahan acuan dan
perbandingan dalam membedah analisis KPPU dalaos kas Dalam Putusan
KPPU No0.07/KPPU-L/2003, KPPU juga memutus tidaksbiEth para pelaku
usaha dalam dugaan persekongkolan yang awalnyayalitklah terjadi dalam

penyelenggaraan tender tersebut. Hal ini dikaram&&PU mempertimbangkan

133 putusan KPPU Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2001, tertanggal 17 Juli 2002 perihal
perkara dugaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 dalam pelaksanaan tender oleh YPF
Maxus, hal 54.
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bahwa kerja sama yang dapat digolongkan ke dalaratusuindakan
persekongkolan adalah kerja sama yang dilakukaaraetyata melawan hukum
dan didukung oleh saksi yang menguatkan bahwasanejah terjadi
persekongkolan tersebtif. Berdasarkan pertimbangan ini, maka KPPU
mengambil keputusan dalam putusan tersebut urdak thenyatakan para pelaku
usaha tersebut bersalah telah melakukan persekiamgilalam penyelenggaraan
barang dan jasa SIMDUK dan NON SIMDUK di Kantor &an Sipil dan
Kependudukan Pemkot Semarang.

Oleh karena itu, ketika dikaitkan pola analisis B{P yang diterapkan
dalam Putusan Nomor 26/KPPU-L/20d6ngan dua putusan yang sudah pernah
dikeluarkan oleh KPPU sebelumnya, yaitu Putusan KiRl®. 08/KPPU-L/2001
dan Putusan KPPU No.07/KPPU-L/2003 maka dapat thkga bahwa dalam
melakukan analisis terhadap sebuah perkara, KPPideogng tidak konsisten
dalam melakukan analisis dengan berdasarkan kegalsis yang sudah pernah
dilakukan oleh KPPU sebelumnya.

Dalam beberapa kali kesempatan menerima permohkasasi dalam
kasus persaingan usaha, Mahkamah Agung (MA) mekarerpertimbangan
bahwa penting bagi KPPU sebagai pihak yang melakpeaneriksaan terhadap
kasus dugaan persekongkolan untuk menemukan bamgi kuat dan cukup yang
dapat menunjukkan dengan jelas perihal kerja sagtawan hukum yang terjadi.
Selain itu MA dalam beberapa putusannya terkaigderkasus persaingan usaha,
secara spesifik tentang pengadaan barang dansgséty melihat apakah kerja
sama yang diduga dilakukan para pihak merupakaj lss/ma yang melawan
hukum dan mempengaruhi kondisi pasar bersangkutan aenyebabkan
terjadinya diskriminasi diantara para pelaku usalaag diduga melakukan
persekongkolan dengan pelaku usaha lainnya.

Beberapa putusan kasasi MA yang dapat dijadikarbapeingan
diantaranya, Putusan MA No. 109 K/Pdt.Sus/2009 denghak yang berperkara
yaitu KPPU melawan PT. Jungkat, PT. Purna Sarahdyl®gah Megah Megah,
PT. Sebukit Indah Mempawah, PT. Lawang Kuari, aRgtusan KPPU

3% putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2003, tertanggal 22 April 2004 dugaan

pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 dalam pengadaan barang dan jasa SIMDUK dan NON
SIMDUK di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Pemkot Semarang, hal 21.
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No0.30/KPPU-L/2007 dalam kasus dugaan persekongkpkelangan umum
pembangunan dan pemeliharaan jalan di kabupatgyaanKalimantan Barat®
Dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut, MA atakgn bahwa kemiripan
nilai penawaran masing-masing peserta tender dandekati HPS yang
ditetapkan Panitia tanpa dukungan bukti akan kebenadanya kerjasama
diantara para peserta ,hal tersebut hanyalah meanpsuatu kesimpulan belaka
yang tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah derjadikasi persaingan semu
untuk saling memenangkan salah satu paket tengebig. Disamping itu adanya
kesamaan/persesuaian dalam pengisian dokumen ikasilifdan penawaran
dimungkinkan karena adanya standar pembuatan dokwaerg telah sejalan
dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 8 NoveraB@8 sehingga ada
kesamaan format maupun isi dokumen kualifikasi maugokumen penawaran
yang sudah baku yang diperoleh dari panitia lefahiylA dalam perkara tersebut
memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yafgkdraoleh KPPU.

Selain itu, dalam Putusan Kasasi MA No. 080K/PIS&011 dengan
pihak yang berperkara yaitu KPPU melawan PT. FinddtemDesain Cipta, PT.
Lince Romauli Raya, PT. Waskita Karya, PT. Wijayarya Cabang Riau, PT.
Pembangunan Perumahan, Kepala Sub Dinas Cipta Kamgs Pemukiman dan
Prasarana Wilayah, Pejabat Pelaksana Teknis KagRémbangunan Gedung
Perpustakaan Riau, Panitia Pelelangan dan Pemili@@rgsung/Penunjukkan
Langsung Kegiatan APBD di Lingkungan Dinas Pemukindan Prasarana
Wilayah Riau, PT Geo ISSEC, PT Yodya Karya dalarsukatender interior
perpustakaan Riad’ Dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut, MA
menyatakan bahwa di temukannya fakta bahwa diap@ra pihak telah saling
kenal karena keduanya menempati gedung yang saien boerarti diantara

mereka telah terjadi persekongkolan. Tanpa adaokt sah lainnya maka fakta

3> putusan Mahkamah Agung No. 109 K/Pdt.Sus/2009, tertanggal 30 Maret 2009, dalam
perkara dugaan persekongkolan pelelangan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan di
kabupaten sanggau, Kalimantan Barat hal. 1.

B¢ 1bid., hal. 21.

37 putusan Mahkamah Agung No. 080K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Februari 2011,

dalam perkara tender interior perpustakaan Riau hal. 1.
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tersebut tidaklah cukup untuk menunjukkan adanyagkengkolan antara kedua
pelaku usaha tersebtif MA dalam perkara tersebut memutuskan untuk menolak
permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU.

Putusan MA lainnya yang dapat dijadikan perbaraingalah Putusan
Kasasi MA No. 422 K/PDT.SUS/2009 dengan pihak ylaegperkara yaitu KPPU
melawan Bob S. Nasution, S.E. Direktur CV. Mentdasa Mulia, Soaloon
Siregar, SH., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jaggalih Peningkatan Kineja
Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukumyzaengadilan Negeri
Padangsidimpuan, dalam kasus dugaan pelanggarai PasUU No0.5/1999
dalam tender pembangunan gedung kantor pengadilaRadangsidimpuan,
Sumatera Utar&® Dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut, MAyatakan
bahwa pendapat Majelis KPPU tentang telah terjadimdakan pengaturan harga
penawaran atau penyesuaian dokumen penawaranrdigetserta tender tidaklah
beralasan menurut hukum, karena pendapat tersekah lidasarkan atas bukti
yang cukup, kecuali hanya merupakan dugaan atampekn yang didasarkan
pada persangkadf’ MA dalam putusan kasasi ini memutuskan untuk nanol
permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU.

Berdasarkan tiga putusan MA terdahulu yang dimdik bahan
perbandingan dalam penelitian ini, dapat dinyatakahwa mengenai metode
analisa yang diterapkan KPPU dalam sebuah proseerjisaan perkara dugaan
persekongkolan dalam kasus pengadaan barang dam@asih memungkinkan
terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atasdmaétut, begitu pula dengan
Putusan KPPU No. 26 tahun 2010 yang dijadikan odgam penelitian kali ini.
Sebagaimana yang dapat ditemukan dalam poin pentigan beberapa putusan
KPPU terdahulu dan putusan kasasi MA, terlihatsjddahwasannya kebutuhan
akan penggunaan alat bukti yang kuat dan keterkaifakta dugaan

persekongkolan dengan kondisi persaingan pasarargkstan sangatlah

8 Ibid., hal. 49.
39 pytusan Mahkamah Agung No. 422 K/PDT.SUS/2009, tertanggal 2 Februari 2010,
dalam perkara dugaan pelanggaran dalam tender pembangunan gedung kantor pengadilan di

Padangsidimpuan hal. 1.

Y9 pid., hal. 62.
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diperhatikan dalam menganalisa setiap temuan dugassekongkolan dalam
pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan putusan KPPU sebelumnya serta bebgutysan MA yang
dijadikan bahan perbandingan terhadap kasus sgjéapmat dinyatakan bahwa
dalam melakukan analisis terhadap kasus ini KPBaktdapat menemukan bukti
yang kuat bahwa memang telah terjadi persekongkdddam kasus ini, serta
tidak dilakukannya kajian secara komprehensif wapa dampak ekonomi
terutama dampak akan persaingan usaha yang telgéalin setiap temuan dan
indikasi dugaan persekongkolan. Padahal, metoddéeatan yang dipakai dalam
merumuskan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahufi a@8lah metodeule
of reason, dimana berdasarkan metode tersebut setiap dygaanterkait dengan
tindakan persekongkolan tidaklah dapat secara disndinyatakan sebagai
sebuah tindakan anti persaingan sehat.

[11.3. Analisis penerapan Pasal 22 UU 5/1999 dalanfPutusan Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2010

Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa Pelakiausilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan emenentukan pemenang
tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyaaipgi@n usaha tidak seHét.
Berdasarkan redaksi kalimat di pasal ini, maka tdpg@edah unsur-unsur pasal
tersebut menjadi beberapa unsur, diantaranya upslaku usaha, unsur
bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur atan menentukan pemenang
tender dan unsur mengakibatkan terjadinya persaingsmha tidak seh¥f
Dalam memeriksa sebuah perkara yang terkait dendagaan kegiatan
persekongkolan di dalam tender atau lelang, KPPybwatuk berpedoman
kepada Pasal 22 UU No. 5/1999 ini. Begitu juga mal@emeriksaan perkara
dugaan persekongkolan tender dalam lelang pekediaBmas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi 8tera Selatan APBD
Tahun Anggaran 2009. Berikut ini akan dijabarkamihz analisis penerapan

! Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 22.

2 yakub Adi, “Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU

Tentang Persekongkolan Tender”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24 No 2 Tahun 2005, hal 5.

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Rian Alvin, FH Ul, 2011



84

Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh KPPlamaPutusan nomor 26
tahun 2010 dalam kasus dugaan persekongkolan tdatien lelang pekerjaan di
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan KageJlu Provinsi
Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009.

[11.3.1. Pemenuhan Unsur Pelaku Usaha dalam Pasal22Undang-

undang Nomor 5/1999

Di dalam pasal 1 poin ke 5 UU No. 5/1999 disebutkathwa yang
dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap oraoppgan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukung ygidirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildys&um negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaperjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam nghidekonomt:*?
Berdasarkan redaksi dari kalimat tersebut makatdiijgdaskan secara lebih rinci
bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam UU No. 9/I@6rupakan setiap
orang perorangan ataupun badan usaha yang statbssg/éberbadan hukum
ataupun tidak berbadan hukum. Setiap orang atawnbdmikum tadi akan
termasuk ke dalam unsur pelaku usaha ketika mereftakukan kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi di dalam wilayah hukum Nedepublik Indonesia.

Di dalam putusan KPPU Perkara Nomor 26/KPPU-L/2tElang kasus
dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam leldegjg@n di Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu PravBismatera Selatan
APBD Tahun Anggaran 2009, para pihak yang digolangkebagai pelaku usaha
antara lain PT Surya Prima Abadi, PT Surya EkadresPT Wahyu Wide, PT
Sentosa Raya, PT Cinta Famili, PT Bunga Mulia Inddén PT Alam Baru
Persada® Para pelaku usaha yang diidentifikasi oleh KPPhAgai pemenuhan
unsur frasa pelaku usaha dalam pasal 22 UU 5/1@8@benenya merupakan
pelaku usaha yang menjadi pemenang di masing-magalget pekerjaan.

Komposisinya adalah sebagai berikut;

3 Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 1 angka 5.

%% putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 66.
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1. PT Surya Prima Abadi sebagai pemenang lelang pakiet Pembangunan
Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lewgkigan nilai
penawaran sebesar Rp 11.989.970.000. (sebelasrnsgyabilan ratus
delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujubtptibu rupiah);

2. PT Wahyu Wide sebagai pemenang lelang pada PakatgRatan Jalan
Lekis unit 1l Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatanti@aja Timur
dengan nilai penawaran sebesar Rp 4.488.394.00patemilyar empat
ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus semlplauh empat ribu
rupiah);

3. PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang padaRakbangunan Jalan
Kurup — Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja — Kecaméatzbuk Batang
sepanjang 7,5 km dengan nilai penawaran sebesa? Rp4.495.000 (dua
belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat grtgoat ratus Sembilan
puluh lima ribu rupiah);

4. PT Wahyu Wide sebagai pemenang lelang pada PakeidPgunan Jalan
Lubuk Batang — Suka Pindah dan Jalan Lingkar Dedaténg sepanjang
1 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.071.00@ti@@ milyar tujuh
puluh satu juta rupiah);

5. PT Surya Eka Lestari sebagai pemenang lelang pallet Peningkatan
Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur separffakg dengan nilai
penawaran sebesar Rp 1.991.431.000 (satu milyarilsermatus sembilan
puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu rilpiat);

6. PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang pada PRkkerjaan Jalan
Simpang Mandala — Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 dengan nilai
penawaran sebesar Rp 2.496.999.000 (dua milyar terapes sembilan
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembibu rupiah);

7. PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang pallatf”Pembangunan
Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya i@ 50 m
dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.996.879.00@pé&te milyar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapauns ratjuh puluh

sembilan ribu rupiah);
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8. PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang padaHRerfaan Jalan Gn
Meraksa — Kertamulya Kecamatan Paninjauan separij@ngm dengan
nilai penawaran sebesar Rp 8.996.260.000 (delaplgarrsembilan ratus
sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluhrupiah);

9. PT Alam Baru Persada sebagai pemenang lelang @& Pembangunan
Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemardan Jalan
Lubuk Dingin LPB 4 km dengan nilai penawaran sebe&p
1.747.600.000 (satu milyar tujuh ratus empat putlybh juta enam ratus
ribu rupiah);

Pemilihan para pelaku usaha yang merupakan pemerdaigm
penyelenggaraan di masing-masing tender tadi selpggaenuhan unsur frasa
pelaku usaha dalam UU 5/1999 di putusan KPPU Perkeomor 26/KPPU-
L/2010 menurut penulis memiliki sedikit kejanggal@i dalam Pasal 1 poin 5
UU No. 5/1999 yang menjelaskan mengenai definisakpe usaha, dinyatakan
dengan jelas bahwa yang disebut dengan pelaku wsddlah mereka baik itu
perorangan maupun badan usaha yang sudah ataujuum fempunyai status
badan hukum dan melakukan melakukan kegiatan ekiondim wilayah
Indonesia*> Berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan tem#eupakan
salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Maka pé#rak yang berpartisipasi
dalam penyelenggaraan tender dalam setiap paketjgak dalam kasus ini dapat
dikategorikan sebagai pelaku usaha, tanpa memankasity akhir dari proses
tender paket pekerjaan tersebut. Definisi yangrdikan dalam pasal 1 angka 5
UU 5/1999 secara jelas tidak membagi-bagi defid&si pelaku usaha ke dalam
berbagai macam bentuk. Terkait dengan fakta hukigalain kasus ini, maka
pembagian kategori pelaku usaha yang menang atdah kdalam tiap
penyelenggaraan tender dalam kasus ini tidaklajoliemg kedalam pembagian
pihak mana yang termasuk dalam pelaku usaha ateanbdMelainkan, setiap
orang-perorangan ataupun badan usaha yang mengiuoyelenggaraan tender
ini dalam peran sebagai peserta tender dapatladtedjrikan sebagai pelaku
usaha sebagaimana yang dimaksud dalam definidiyppakaha di Pasal 1 poin 5
UU No. 5/1999.

Y 1pid.
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Oleh karena itu, berdasarkan definisi pelaku ugshh@asal 1 poin 5 UU
5/1999 yang dapat dikategorikan sebagai pelakuaudalam kasus ini adalah PT
Surya Prima Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT SimbaKirana, PT Nugraha
Adhi Taruna, PT Taruna Jaya Cipta, PT Handaru Ailtra, PT Sekawan Maju
Bersama, PT Ricky Kencana Mandiri, PT Tri BhaktinlRa dalamPaket |
Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kaoarhangkiti,
sepanjang 70 m. PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu WideT Nusantara
Membangun, PT Sentosa Raya, PT Bantah, PT Alfa Astéima dalanPaket Il
Peningkatan jalan Lekis — Unit |l Lanjutan, systékiB 6 km Kecamatan
Baturaja Timur. PT Sentosa Raya, PT Cinta FamiliMR&ahalini Jaya Manggala,
PT Bintang Selatan Agung, PT Baniah, PT Alfa Amitatda, PT Wahyu Wide
dalamPaket Il Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan ragdu-
Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km. PT WahyeWPT Surya Eka
Lestari, PT Nusantara Membangun, PT Arga Makmur ditanPT Baniah, PT
Alfa Amin Utama, PT Feco Konstruksi Utama dalBaket IV Peningkatan jalan
Lekis — Unit Il Lanjutan, system ATB 6 km KecamatBaturaja Timur. PT
Wahyu Wide, PT Surya Eka Lestari, PT Alam Baru Bgas PT Arga Makmur
Mandiri, PT Baniah, PT Alfa Amin Utama, PT Feco lstuksi UtamaPaket V
Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan BaturajaiTisepanjang 2 km. PT
Cinta Famili, PT Gemilang Permai, PT Medika Jayaridd, PT Wahyu Wide
dalam Paket VI _ Pekerjaan Jalan Simpang Mandala — Simpang Un, XI
sepanjang 3,5 km. PT Bunga Mulia Indah, PT Gadieghfaka Graha, PT Dua
Sepakat, PT Alam Permai Indah Mandiri daldmaket VII Pembangunan
Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jayaasgmg 60 m. PT Sentosa
Raya, PT Cinta Famili, PT Mahalini Jaya Manggal@,Bintang Selatan Agung
dalam Paket VIII Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa — Kertamulya Kecamatan
Paninjauan, sepanjang 10 km. PT Alam Baru Pergad&Jusantara Membangun,
PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide dalBaket IX Pekerjaan Pembangunan
Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kergardan Jalan Lubuk
Dingin LPB 4 km.

Maka dapat dikatakan disini bahwa unsur pelakuais@am pasal 22 UU
5/1999 telahterpenuhi dalam penerapan pasal 22 UU No. 5/1999 sebagar das
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hukum KPPU dalam memutus perkara ini. Akan tetapam implementasi unsur
pasal tersebut, KPPU telah melakukan kekeliruaandgenafsiran substansi frasa
pelaku usaha dalam pasal 22 UU 5/1999 sebagainsarpdyjabarkan definisinya
dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999.

[11.3.2. Pemenuhan unsur pihak lain dalam Undang-umlang nomor
5/1999

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 198§ genaksud
dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal damzbntal) yang terlibat dalam
proses lelang yang melakukan persekongkolan lelaad, pelaku usaha sebagai
peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yam@it dengan lelang tersebut.
Terkait dengan penjelasan mengenai definisi piteak yang dijelaskan lebih
lanjut dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 inpati&ita pahami bahwa
subjek hukum dari pihak lain ini dimungkinkan penogan atau badan usaha yang
terlibat dalam sebuah proses tender, terlepas agapun peran subjek hukum
tersebut dalam penyelenggaraan tender.

Dalam Putusan KPPU Nomor 26 tahun 2010 yang digiiam kepada
pihak lain adalah PT Nusantara Membangun, PT B&alatan Agung, PT Arga
Makmur Mandiri, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugralai Taruna, PT
Mahalini Jaya Manggala, PT Gemilang Permai, PT keediaya Utama, PT
Gading Cempaka Graha, PT Alam Permai Indah ManEifi,Dua Sepakat, PT
Sekawan Maju Bersama dan Panitia. Hal ini tidalepexs dari hasil temuan dan
analisis KPPU bahwasannya para pelaku usaha datmapgng telah disebutkan
sebelumnya tersebut merupakan para pihak yang telalakukan kegiatan
persekongkolan guna mengatur dan menentukan pegnésaater.

Maka dapat dikatakan dalam hal ini bahwa unsurkpifiz yang terdapat
dalam pasal 22 UU 5/1999 sebagaimana yang didtir lanjut dalam Pedoman
Pasal 22 UU 5/1999 yang diterbitkan oleh KPPU td&penuhi berdasarkan
fakta hukum dan hasil analisis yang dilakukan ®{&PU dalam Putusan Nomor
26 Tahun 2010. Akan tetapi apabila dihubungkan denrggasil analisis metode
analisis KPPU yang telah dilakukan dalam bagiasetadiri dalam bab ini, maka
beberapa pihak yang telah disebutkan oleh KPPU gsgébgihak lain yang

bersekongkol, apabila tidak dapat dibuktikan ldhitijut dengan pendekataale
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of reason tidaklah dapat dikategorikan sebagai pihak laimgytelah bersekongkol
untuk menentukan dan mengatur pemenang tender dalsuns ini.

[11.3.3. Pemenuhan unsur bersekongkol untuk mengatu dan/atau
menentukan pemenang lelang dalam Undang-undang nom&/1999

Di dalam Putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010, KPPUggaipungkan
unsur bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau mhes@a pemenang tender
menjadi satu hasil analisis di dalam pemenuhanrunssur yang terdapat dalam
Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999. Padahal di dalatnspn-putusan KPPU
terdahulu kedua unsur ini dipisahkan pembahasanRgmisahan ini terkait
dengan pembahasan terminologi bersekongkol dan atengdan/atau
menentukan pemenang tender yang mempunyai perbeBessa bersekongkol
sebagai salah satu unsur dalam Pasal 22 UU No9%/b®empunyai ruang
lingkup bersekongkol secara horizontal, vertikal upian gabungan antara
horizontal dan vertikal*® Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bagian
tersendiri dari penelitian ini bahwa persekongkoldmrizontal adalah
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha @¢ayedia barang dan jasa
dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barajagsdg@esaingnya.

Di lain pihak, yang dimaksud dengan persekongkolartikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu la¢herapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia lelangp@agguna barang dan jasa
atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Sedangkan rgmu persekongkolan
horizontal dan vertikal adalah persekongkolan anpanitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekedangan sesama pelaku usaha
atau penyedia barang dan jasa. Di sisi lain, unsmgatur dan atau menentukan
pemenang tender mempunyai penjelasan sebagaimantp dygelaskan dalam
Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagai suatu parbyeara pihak yang
terlibat dalam proses tender secara bersekongkolg ybaertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingman/atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagef’ Pengaturan dan

8 KPPU, Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU No.5/1999, hal. 13.

Y Ibid., hal. 15.
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atau penentuan pemenang tender tersebut antaradilakukan dalam hal
penetapan kriteria pemenang, persyaratan tekniargan, spesifikasi, proses
tender, dan sebagainya.

Di dalam putusan tersebut, guna memenuhi unsusekengkol dan
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender ygaludgkan dalam satu
analisis, KPPU menjabarkannya sebagai berikBPaket Pembangunan
Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan LengkiBepanjang 70 m
(Paket 1), bahwa terdapat keterkaitan dan kerjasama diantar&Wya Prima
Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, dan PT Sekawan Md&arsama yang
menunjukkan adanya persekongkolan horisontal d&®aket | melalui: kesamaan
nomor telepon antara PT Surya Prima Abadi dan PT Perkasa Mandiri,
adanya fakta Agus Andreas mewakili PT Dwi Perkasmdiri dan PT Nugraha
Adi Taruna dalam penandatanganan daftar hadir fiiamda dan Pakta Integritas,
adanya kesamaan tulisan dan tandatangan “Hendigfhd@aftar hadir aanwijzing
mewakili PT Surya Prima Abadi dan dalam daftar haéinyampaian dokumen
penawaran mewakili PT Sekawan Maju Bersaffia.

Analisis KPPU terkait dengan pemenuhan unsur berggol dan
menentukan atau mengatur pemenang tender dalamraenk selanjutnya adalah
terkait dengan apa yang dijabarkan dalRaket Peningkatan Jalan Lekis —
Unit Il Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur (Paket Il),
Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang — Suka Pindatan Jalan Lingkar
Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket V), Paket Pergkatan Jalan Dr.
Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km (Pakt V), dan Paket
Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah tamanmakam pahlawan
kemarung) dan Jalan Lubuk Dinging LPB 4 km (Paket IX), dalam analisa
tersebut dijelaskan bahwa terdapat keterkaitankégjasama diantara PT Surya
Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru PersadaNBsantara Membangun
dan PT Arga Makmur Mandiri yang membuktikan adarpersekongkolan
horisontal dalam Paket II, Paket IV, Paket V, dake® IX melalui Pengakuan H.
Sofyan dan Direktur Wahyu Wide bahwa yang menyusokumen penawaran

8 putusan KPPU “Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 68.
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PT Wahyu Wide adalah H. Sofyan, serta terakhir eddaddanya kesamaan
personil, kesamaan dokumen dan harga penawaramyamgekati nilai HPS, staf
H. Sofyan yang mewakili PT Nusantara Membangun BdnArga Makmur
Mandiri dalam setiap tahapan proses leltiig.

Berdasarkan kegiatan dan tindakan yang telah dissbusebelumnya,
KPPU menetapkan bahwa unsur bersekongkol dan mengetta menentukan
pemenang tender dalam Pasal 22 UU 5/1999 telakrtehp. Selanjutnya adalah
terkait dengan penjelasan KPPU dal®aket Pembangunan Jalan Kurup —
Batu Kuning Kec. Batu Raja — Kec. Lubuk Batang sepnjang 7,5 km (Paket
[l) dan Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa — Kertamulya Kec. Paninjauan
sepanjang 10 km (Paket VIII), bahwa terdapat keterkaitan dan kerjasama
diantara PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Mangd&laBintang Selatan
Agung dan PT Cinta Famili dengan cara PT Sentoga Reeminjam PT Bintang
Selatan Agung, PT Mahalini Jaya Manggala dan PTtaClamili sebagai
perusahaan pendamping untuk mengatur dan atau raegiem lelang Paket IlI
dan Paket VII:*°

Kemudian adalah apa yang dijelaskan oleh KPP UhuRiaket Pekerjaan
Jalan Simpang Mandala — Simpang Unit XIV Sepanjand3,5 km (Paket VI)
sebagai salah satu pemenuhan unsur bersekongkot@lagatur atau menentukan
pemenang tendér' Temuan KPPU dalam paket tersebut adalah terkaigate
kesamaan daftar peralatan/perlengkapan, kesameasonpe/ang menandatangani
daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumenwgeaa serta harga
penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS demgaantase diatas 99%
menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Cintali-d&i Gemilang Permai,
dan PT Medika Jaya Utama untuk mengatur dan atawembgkan PT Cinta
Famili sebagai pemenang lelang pada Paket VI. haratemuan KPPU yang
dijadikan landasan untuk memenuhi unsur bersekdng&o menentukan atau

mengatur pemenang tender dalam Pasal 22 UU 5/X888hapa yang dijelaskan

Y3 1pid., hal 70.
B0 1pid., hal 71.

B pid., hal 72.

Universitas Indonesia

Analisis penerapan ..., Rian Alvin, FH Ul, 2011



92

dalam Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kec. Mara Jaya
Sepanjang 50 m (Paket VIl); Bahwa terdapat kesamaan personil, harga yang
mendekati HPS dengan diatas 99%, dan kesamaan dokmenunjukkan adanya
kerjasama diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gadlegqpaka Graha, PT Dua
Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri untuk ga&mr dan atau
menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenéample?

Unsur selanjutnya yang dijabarkan oleh KPPU sabagmenuhan unsur
bersekongkol dan menentukan pemenang tender dadaat 22 UU 5/1999 ialah
perihal dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukleh para pelaku usaha
dengan panitia penyelenggara tender. Tindakan pal@saha yang dituduhkan
oleh KPPU sebagai persekongkolan vertikal tersehtdra lain tindakan panitia
yang memperbolehkan staf perusahaan menandatashadai hadir pendaftaran
dan satu nama menandatangani Pakta Integritas nie®afdua) perusahaan,
tindakan panitia yang tetap meluluskan PT Bungaidlridah pada Paket VII
meskipun pengalaman tertinggi perusahaan (KD) yéngliki tidak memenuhi
syarat, tindakan panitia mengabaikan adanya kesad@eumen dan kesamaan
personil antara peserta lelahg.

Berdasarkan kepada apa yang telah dikaji terhatztpde analisis yang
diterapkan oleh KPPU dalam segala temuan dan fgdta terdapat di paket-
paket pekerjaan dalam kasus ini, dapat disimpulb@ahwa pemenuhan unsur
bersekongkol untuk mengatur dan unsur mengatur atian/ menentukan
pemenang tender dalam kasus ini memang telah tgénp&erdasarkan temuan
awal dari KPPU. Akan tetapi kegiatan-kegiatan yeeigh disebutkan oleh KPPU
sebelumnya sebagai pemenuhan unsur bersekongkol ndarentukan atau
mengatur pemenang tender belum sepenuhnya tetbujtiong kepada kegiatan
bersekongkol dan menentukan atau mengatur peméeader, dikarenakan tidak
dipergunakannya metode pendekatale of reason secara komprehensif dalam
melakukan analisis terhadap temuan yang didapdt KRPU. Temuan awal

KPPU hanyalah memberikan gambaran sekilas tentaggash telah terjadinya

2 1bid. hal 73.

53 1bid., hal 70.
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kegiatan persekongkolan. Terlepas dari Metode smajang diterapkan oleh
KPPU dalam membahas setiap temuan dan fakta datmuskini, fakta dan
temuan yang dijabarkan oleh KPPU ini tetap menpasnenuhan akan salah satu
unsur yang terdapat dalam Pasal 22 UU No. 5/1998l idilah yang
menyebabkan bahwa dugaan persekongkolan dalam ikasusmang patut untuk
ditindaklanjuti oleh KPPU.

[11.3.4. Pemenuhan unsur persaingan usaha tidak seft dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 5/1999

Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tieakt syang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/199%hadarsaingan antara pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi danpeianasaran barang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur ataulawen hukum atau
menghambat persaingan usaffaBerdasarkan ketentuan ini maka dapat kita
uraikan bahwa persaingan usaha tidak sehat menmpbkatuk persaingan
diantara pelaku usaha yang bertentangan denganmhulan berakibat pada
hambatan akan persaingan usaha. Poin penting yarg @iperhatikan disini
adalah bahwa suatu kegiatan dari pelaku usaha tétgolong kepada jenis
persaingan usaha tidak sehat ketika kegiatan terseterupakan kegiatan
melanggar hukum yang mempunyai korelasi dan imgiikarhadap persaingan
usaha sehat.

Di dalam Putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010, guneenehi unsur
persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 22 UlbMB99 disebutkan bahwa
tindakan para terlapor dalam bentuk pengaturanjrgaman perusahaan, adanya
kesamaan dokumen, kesamaan personil dalam perasdifzaga penawaran yang
mendekati HPS dengan presentase di atas 99% tedsmiciptakan persaingan
semu dalam proses lelang ini dengan difasilitaeih g@anitia merupakan tindakan
yang menyebabkan terpenuhinya unsur persaingara uskk sehat dalam Pasal
22 UU 5/1999>° Ketika dilakukan analisis lebih lanjut terhadamten KPPU

yang menyebutkan kegiatan tersebut telah memenuouirupersaingan usaha

4 Indonesia, Undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, No. 5 tahun 1999, LN No. 33, ps. 1 angka 6.

153 pytusan KPPU "Nomor 26/KPPU-L/2010, hal 70.
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tidak sehat, ternyata dapat ditemukan beberapar&egan. Diantaranya adalah
berdasarkan penjabaran dari pengertian persaingahautidak sehat yang
dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/199%bAp dikaitkan dengan
temuan KPPU, maka pertanyaan mendasar yang mudaldhaapakah tindakan
peminjaman perusahaan, kesamaan dokumen, kesamaesonip dalam
peusahaan, harga penawaran yang mendekati HPS akarupindakan yang
berstatus melawan hukum dan menyebabkan terjagieysaingan usaha tidak
sehat ?

Ketika ingin mengetahui sebuah tindakan terterényebabkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat, maka metode pendekatey dipakai untuk
menganalisa fakta tersebut adalah dengan metalde of reason. Kegiatan
peminjaman perusahaan, kesamaan dokumen, kesameaesonip dalam
perusahaan dan harga penawaran yang mendekatigdB&jaimana yang telah
disebutkan oleh KPPU seharusnya dapat dirasioséd&a relevansinya dengan
pengaruh persaingan sehat didalam penyelenggaeatert terkait. Terkait
dengan hal demikian pula perlu lebih lanjut dijktas perihal dampak nyata yang
akan diterima oleh pelaku usaha lain sebagai damdpaktindakan persaingan
usaha tidak sehat tersebut. Terkait dengan metoalesia yang diterapkan oleh
KPPU dalam membedah setiap temuan dalam kasyseimggunaan metodele
of reason belumlah diterapkan secara komprehensif. Ketexkailengan
pemenuhan unsur persaingan usaha tidak sehat s$aegsang akan mempunyai
hubungan dengan poin-poin analisa yang diterapkaand memenuhi unsur
bersekongkol dan unsur menentukan dan/atau mengatgnang tender.

Salah satunya adalah berdasarkan analisis terhpda@nuhan unsur
bersekongkol dan unsur mengatur dan/atau menenfurenang tender maka
hasilnya adalah kedua unsur tersebut belum terpaeahra komprehensif terkait
dengan tidak digunakannya metodd@le of reason secara menyeluruh dalam
menganalisis setiap temuan yang ada. Oleh karendapat disimpulkan bahwa
dugaan awal persaingan usaha tidak sehat berdaskekgatan yang dilakukan
oleh pelaku usaha dalam kasus ini memang sudabnignp akan tetapi di sisi
lain unsur ini belumlah terpenuhi secara menyelukatika dikaitkan dengan
metode analisis yang diterapkan oleh KPPU.
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BAB IV
PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Suatu kegiatan yang diduga terkait dengan persekongkolan dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa, berdasarkan pendekatan rule of reason yang
diterapkan dalam merumuskan Pasal 22 UU No. 5/1999 haruslah dapat dijelaskan
perihal implikasi terhadap jalannya persaingan usaha sehat dalam pasar
bersangkutan. Meskipun terdapat temuan dan dugaan awal mengenal
persekongkolan dalam kasus ini, namun ketika KPPU tidak menganalisisnya
dengan menerapkan pendekatan rule of reason secara menyeluruh maka temuan
dan dugaan tadi hanyalah sebatas sangkaan dan asumsi belaka. Oleh karena itu
dapat disimpulkan dalam penelitian kali ini bahwa;

1. Dalam melakukan analisis terhadap beberapa temuan di kasus ini, KPPU
masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut terutama
terkait dengan penerapan Pedoman KPPU perihal persekongkolan tender
sebagal sadlah satu acuan minimal dalam melakukan analisis dan
penggunaan konsep rule of reason yang masih belum komprehensif dan
konsisten. Merujuk kepada Putusan KPPU No. 08/K PPU-L/2001 (tentang
dugaan pelaksanaan tender oleh YPF Maxus) dan Putusan KPPU
No0.07/KPPU-L/2003 (tentang pengadaan barang dan jasa SIMDUK dan
NON SIMDUK di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Pemkot
Semarang), KPPU dalam memutus kedua perkara tersebut menggunakan
pendekatan rule of reason dengan mengkaitkan temuan hukum dalam
kasus-kasus tersebut dengan kondisi persaingan usaha sehat di dalam pasar
bersangkutan. Hasil dari penerapan metode rule of reason tersebut terlihat
ketika KPPU mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan bukti bahwa
kerjasama yang dijalankan oleh para pihak dalam kasus tersebut
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar
bersangkutan. Selain itu KPPU juga menyatakan bahwa kerja sama yang
dapat digolongkan ke dalam suatu tindakan persekongkolan adalah kerja
sama yang dilakukan secara nyata melawan hukum dan didukung oleh
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bukti dan saksi yang menguatkan bahwasannya memang telah terjadi
sebuah persekongkolan.

Sedangkan dalam memeriksa kasus dugaan persekongkolan dalam
proses pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu, KPPU tidak dapat menunjukkan bahwa kerjasama yang
dijalin oleh para pihak merupakan kerjasama yang melawan hukum yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pasar
bersangkutan. Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam beberapa kesempatan
mengadili kasas antara KPPU dengan pelaku usaha terkait dengan kasus
pengadaan barang dan jasa, diantaranya Putusan MA No. 109
K/Pdt.Sus/2009, Putusan MA No. 080K/PDT.SUS/2011, Putusan MA No.
422 K/PDT.SUS/2009 menjelaskan bahwa kesimpulan yang didapat oleh
KPPU dalam menganalisa sebuah perkara dugaan persekongkolan
haruslah didukung dengan bukti yang kuat tentang hubungannya dengan
kondisi pasar bersangkutan. Apabila tidak ada bukti yang kuat tentang
hubungan dugaan persekongkolan dengan kondis pasar yang
bersangkutan, maka kesimpulan yang didapat olen KPPU hanyal ah sebatas
asums belaka. Oleh karena itu, penting bagi KPPU dalam melakukan
analisa terhadap segala temuan dalam sebuah kasus pengadaan barang dan
jasa untuk mengkaji keterkaitan temuan tersebut dengan kondis pasar
bersangkutan serta mendapatkan alat bukti yang kuat yang menunjukkan
suatu kegiatan tersebut termasuk kedalam kategori persekongkolan.

2. Peneragpan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Putusan KPPU
Nomor 26 tahun 2010 secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan
kgjian atas metode analisis yang diterapkan KPPU dalam putusan ini.
Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur yang
terdapat dalam pasal 22 UU No. 5/1999 memang telah terpenuhi guna
menjadi landasan KPPU melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus
ini. Akan tetapi dikarenakan pembahasan atas fakta dan temuan dalam
kasus ini yang tidak komprehensif dan mengacu pada ketentuan yang ada,
dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur-unsur pasal 22 UU No. 5/1999
masih terdapat beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara
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lain, penerapan unsur pasal pelaku usaha yang oleh KPPU bersifat parsia
antara pelaku usaha yang memenangi tender dengan pelaku usaha yang
bukan pemenang tender. Pemenuhan unsur pihak lain sebagai pihak yang
terlibat dalam persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang
tender yang ketika dikaitkan dengan metode analisis KPPU tidaklah dapat
diterapkan secara sempurna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam kasus ini tidaklah sepenuhnya dapat
diterapkan dengan benar oleh KPPU terkait dengan metode analisis KPPU

yang terkesan mengabaikan metode rule of reason dalam pembahasannya.
V. 2. Saran

KPPU sebagal lembaga yang diamanatkan dalam UU No. 5/1999 untuk
menjadi  penegak hukum yang menjaga iklim persaingan usaha sehat memiliki
peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan dunia usaha yang sehat, efektif,
dan efisen sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang
mensg ahterakan masyarakat. Terkait dengan ha demikian, saran yang dapat
penulis sampaikan dalam penelitian ini iaah:

1. Mengingat fungsi penting Pedoman KPPU mengenai Pasal 22 UU
N0.5/1999 tentang pengadaan barang dan jasa sebagai acuan minimal
KPPU ketika menganalisis setigp dugaan persekongkolan dalam proses
pengadaan barang dan jasa, maka KPPU sebagai pihak perancang dan
evaluator pedoman tersebut hendaknya melakukan revisi dan menambah
beberapa ketentuan yang terdapat dalam pedoman tersebut guna dapat
meminimalisir kegiatan persekongkolan di kemudian hari dan sesua
dengan perkembangan dunia usaha saat ini. Selain revisi dan penambahan
beberapa poin ketentuan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa,
KPPU hendaknya juga konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam pedoman ini sebaga standar minimal dalam
menganalisa setigp dugaan persekongkolan dalam pengadaan barang dan
jasa. Selain itu ha yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisas
mengenal pedoman ini dalam berbagai kesempatan kepada para pihak
terkait, sehingga KPPU dapat memegang peranan penting tidak hanya
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sebagal ingtitusi penegak hukum persaingan usaha sehat tetapi juga
sebagal pencegah terjadinya tindakan yang mencurangi nilai-nilai
persaingan usaha sehat, terutama dalam ha pengadaan barang dan jasa.

2. Penerapan unsur-unsur Pasal 22 UU No 5/1999 dalam setigp putusan
KPPU selalu terkait dengan metode analisis yang dipakai oleh KPPU
dalam mengkaji setiap temuan dan fakta dalam kasus. Metode analisis
terkait kasus persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa yang sudah
ditegaskan dalam UU N0.5/1999 ialah melalui pendekatan rule of reason
dan salah satu permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah
inkonsistenss KPPU dalam menerapkan metode rule of reason. Guna
menghindari berlanjutnya inkonsistenss KPPU dalam melakukan andlisis
sebaiknya KPPU secara internal menyepakati dan memahami secara
bersama-sama perihal konsep rule of reason sebaga sebuah pendekatan
anaisis. Dalam ha ini, internal KPPU hendaknya dapat mendudukkan
definisi dan cakupan konsep rule of reason yang jelas serta langkah-
langkah penerapannya di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Pasal
22 UU No. 5/1999 telah menegaskan terlebih dahulu periha penggunaan
konsep rule of reason dalam menganalisis terjadinya dugaan
persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyepakatan dan
pemahaman bersama dalam internal KPPU mengenai konsep rule of
reason ini nantinya dapat didokumentasikan dan dipublikasikan guna
disampaikan kepada masyarakat umum sebagal salah satu pedoman dalam
mewujudkan penyelenggaraan kegiatan usaha yang menjunjung tinggi
persaingan sehat.
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